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KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga
penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan
Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Provinsi NTB Tahun 2018
dapat diselesaikan. Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas
dan fungsi instansi pemerintah atas penggunaan anggaran sebagaimana yang diamanatkan
dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP) serta diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu Atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah. Oleh karenanya, penyusunan Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKjIP) Bappeda Provinsi NTB Tahun 2018 ini merupakan upaya Bappeda
untuk menginformasikan pertanggungjawaban Kkinerja yang telah dilakukan dalam
melaksanakan perencanaan pembangunan dan penelitian berdasarkan Rencana Strategis
Bappeda Provinsi NTB Tahun 2013-2018 dan sasaran strategis yang tercantum dalam
Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2018 serta sebagai konsistensi Bappeda Provinsi NTB
terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi yang merupakan pilar terwujudnya tata
pemerintahan yang baik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Tahun 2018 memuat
informasi tentang isu strategis yang dihadapi organisasi, penyelenggaraan pemerintahan,
pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan
tujuan, misi dan visi Bappeda Provinsi NTB sebagaimana yang ada dalam Rencana
Strategis yaitu : “MENJADI LEMBAGA PERENCANA YANG ANDAL”. Laporan ini
telah diupayakan semaksimal mungkin, namun tentunya tidak terlepas dari kekurangan,
oleh karena itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan dari
semua pihak.

Mataram, Januari 2019

KEPALA BAPPEDA PROVINSI
NIJSA TENGGARA BARAT

Ir. RIDWAN SYﬁH, M.Sc., :@M MTP

Pembina Lftama Madya (I1\VV/d)
NIP,12630626 1990031005
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IKHTISAR EKSEKUTIF

Bappeda Provinsi NTB telah berupaya menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi
dengan berprinsip pada tata kelola pemerintahan yang baik dan berorientasi pada hasil
sesuai dengan kewenangannya. Dalam mewujudkan Good Governance, akuntabilitas
merupakan salah satu aspek penting yang harus diimplementasikan dalam manajemen
pemerintahan. Akuntabilitas kinerja sekurang-kurangnya harus memuat visi, misi, tujuan
dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas perumusan perencanaan
strategis organisasi sehingga menggambarkan hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran
dapat diukur, diuji dan diandalkan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tidak hanya sekedar alat akuntabilitas, tetapi
juga sebagai sarana yang strategis untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan
kinerja kedepan. Dengan langkah ini Bappeda Provinsi NTB dapat senantiasa melakukan
perbaikan dalam mewujudkan praktek-praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik
dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Tahun 2018 merupakan tahun terakhir dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran
Renstra Bappeda Provinsi NTB Tahun 2013-2018, secara umum pencapaian sasaran melalui
indikator-indikator sasaran menunjukan keberhasilan untuk mewujudkan misi serta
dokumen Perjanjian Kinerja Bappeda Provinsi NTB Tahun 2018. Sesuai Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas
Laporan Kinerja, maka dilakukan pengukuran terhadap indikator kinerja sasaran pada
indikator kinerja utama dan perjanjian kinerja. Berdasarkan hasil pengukuran terhadap
Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan 3 (tiga) sasaran startegis dengan 5 (lima) indikator
kinerja diketahui bahwa ada 4 (empat) indikator kinerja yang mencapai target (persentase
masukan program/kegiatan dalam musrenbang yang diakomodir dalam perencanaan
pembangunan, tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD, tingkat keselarasan Renstra
terhadap RPIJMD, tingkat keselarasan Renja terhadap RKPD) dan 1 (satu) indikator lainnya
masih belum mencapai target yang ditetapkan (persentase pencapaian indikator kinerja
daerah)). Sementara hasil pengukuran terhadap Perjanjian Kinerja (PK) dengan 6 (enam)
sasaran strategis dan 8 (delapan) indikator kinerja diketahui ada 7 (tujuh) indikator yang
mencapai target yaitu persentase masukan program/kegiatan dalam musrenbang yang

diakomodir dalam perencanaan pembangunan, tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD,



tingkat keselarasan Renstra terhadap RPJMD, tingkat keselarasan Renja terhadap RKPD,
nilai evaluasi AKIP, dan indeks kepuasan masyarakat (IKM), sedangkan 1 (satu) indikator
lainnya masih belum mencapai target yaitu persentase pencapaian indikator kinerja daerah.

Pada akhirnya, semoga laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi terhadap
pelaksanaan program kegiatan di Bappeda Provinsi NTB. Segala prestasi yang diraih
merupakan salah satu motivasi untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada
masyarakat. Sebaliknya segala kekurangan yang masih ditemui menjadi pendorong untuk
dapat bekerja lebih baik di masa yang akan datang.



BAB |
PENDAHULULAN

A. Latar Belakang

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah mengamanatkan bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah
menyusun laporan kinerja yang berisi ringkasan tentang keluaran dari masing-masing
kegiatan dan hasil yang dicapai dari masing-masing program sebagaimana ditetapkan
dalam dokumen pelaksanaan APBD selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun
anggaran berakhir. Lebih lanjut, dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dijelaskan bahwa ringkasan tentang
keluaran dari kegiatan dan hasil yang dicapai dari program paling sedikit menyajikan
informasi tentang : (a) pencapaian tujuan dan sasaran; (b) realisasi pencapaian target
kinerja; (c) penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja; dan (d) pembandingan
capaian kinerja dan program sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima)
tahunan yang direncanakan dalam Rencana Strategis SKPD.

Laporan kinerja Bappeda Provinsi NTB dihasilkan dari suatu sistem akuntabilitas
kinerja instansi pemerintah (SAKIP) yang dilaksanakan oleh Bappeda Provinsi NTB, yang
penyelenggaraannya meliputi Rencana Strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja,
pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja serta reviu dan evaluasi kinerja. Semua bagian
dari penyelenggaraan SAKIP tersebut telah dilaksanakan oleh Bappeda Provinsi NTB di
tahun 2018, kecuali untuk reviu dan evaluasi kinerja yang merupakan tugas dari aparat
pengawasan internal pemerintah. Bahkan untuk lebih meningkatkan akuntabilitas
kinerjanya, Bappeda Provinsi NTB berupaya untuk melakukan berbagai pembenahan
terutama terkait dengan indikator kinerja, dimana indikator kinerja dari masing-masing
program dan kegiatan yang tercantum dalam perjanjian Kinerja disusun dengan indikator
yang spesifik (specific), dapat diukur (measurable), dapat dicapai (attainable), berjangka
waktu tertentu (time bound) dan dapat dipantau dan dikumpulkan (trackable). Selain
penetapan indikator kinerja dengan kriteria diatas, pengukuran dan pengelolaan data
kinerja serta pelaporan kinerja dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Provinsi NTB, capaian tujuan dan
sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi

daerah, namun juga tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan
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kabupaten/kota, provinsi dan nasional. Oleh karenanya, Bappeda Provinsi NTB berupaya
untuk menerapkan sistem perencanaan berdasarkan data dan informasi yang akurat, valid
dan akuntabel dengan mempertimbangkan sumber daya dan potensi yang ada. Bappeda
Provinsi NTB sebagai bagian dari pemerintah daerah juga dituntut untuk mewujudkan
suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel sebagaimana harapan semua pihak.
Untuk memenuhi harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem
pertanggungkjawaban yang tepat, jelas dan terukur, sehingga penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna,
bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme sebagaimana
amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Begara yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Akuntabilitas sebagai salah satu
satu azas umum penyelenggaraan negara mewajibkan agar setiap kegiatan dan hasil akhir
dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat
atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undnagan yang berlaku. Sehubungan dengan hal tersebut Bappeda
Provinsi NTB diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).
Penyusunan LKjIP Bappeda Provinsi NTB Tahun 2018 dimaksudkan sebagai perwujudan
akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian Kinerja, visi,
misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah

ditetapkan.

B. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 51 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan-Badan
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat
Nomor 42 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun
2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan-
Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Provinsi NTB melaksanakan fungsi
penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan fungsi penunjang urusan
pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan. Bappeda Provinsi NTB dipimpin oleh
Kepala Bappeda yang mempunyai tugas dan kewajiban merumuskan bahan/materi

penyusunan kebijakan strategis, perencanaan, koordinasi, pengendalian, pembinaan,
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fasilitasi rencana program/kegiatan, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan
penyelenggaraan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan kegiatan
perencanaan wilayah dan pembangunan infrastruktur, perencanaan pembangunan
ekonomi, perencanaan pembangunan sosial budaya, penelitian pengembangan pemantauan
evaluasi dan pengendalian perencanaan serta kesekretariatan. Dalam menyelenggarakan
tugas dan kewajiban tersebut Kepala Bappeda mempunyai fungsi :
a. Perumusan bahan/materi dan penyusunan kebijakan strategis perencanaan
pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah;
b. Perumusan bahan kebijakan dan pelaksanaan tugas dukungan teknis perencanaan
pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah;
c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanan tugas dukungan teknis perencanaan
pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah;
d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi perencanaan pembangunan, penelitian dan
pengembangan daerah;
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Bappeda Provinsi NTB, Kepala
Bappeda dibantu oleh :
a. Sekretariat, terdiri atas :
1) Subbagian Umum
2) Subbagian Keuangan
3) Subbagian Program
b. Bidang Perencanaan Wilayah dan Pembangunan Infrastruktur, terdiri atas :
1) Sub Bidang Perencanaan Wilayah
2) Sub Bidang Pekerjaan Umum, Permukiman dan Transportasi
3) Sub Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam
c. Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi, terdiri atas :
1) Sub Bidang Investasi dan Keuangan
2) Sub Bidang Pangan dan Pertanian
3) Sub Bidang Industri, Perdagangan dan Pariwisata
d. Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya, terdiri atas :
1) Sub Bidang Sosial, Ketenagakerjaan dan Kependudukan
2) Sub Bidang Pendidikan dan Kesehatan
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3) Sub Bidang Pemerintahan dan Politik
e. Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri atas :

1) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Wilayah

2) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Sosial Budaya

3) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Informasi Geospasial
f. Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Perencanaan Pembangunan, terdiri

atas:

1) Sub Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan

2) Sub Bidang Pengendalian Perencanaan

3) Sub Bidang Data dan Sistem Informasi Perencanaan.
g. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun struktur organisasi Bappeda Provinsi NTB berdasarkan Peraturan

Daerah Provinsi NTB Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Provinsi NTB serta Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan-Badan Daerah
Provinsi NTB dapat dilihat pada gambar berikut :
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Gambar 1.1 Struktur Organisasi Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Barat
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| | ]
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PEMBANGUNAN R e FEMBANGUNAN SOSIAL BUDAYA R PERENCANAAN PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR
— I A — I
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5
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C. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu faktor yang sangat
penting dan tidak dapat dilepaskan dari organisasi Bappeda Provinsi NTB karena
merupakan penggerak, pemikir dan perencana untuk mencapai misi dan tujuan yang
ditetapkan. Jumlah sumber daya manusia Bappeda Provinsi NTB sebanyak 114 oranng
PNS, 10 oranng pegawai tidak tetap dan 61 orang pegawai kontrak. Berdasarkan
jenjang pendidikan terakhir, dari 114 orang PNS tersebut sebanyak 3 orang merupakan
luluasan S3, 25 orang lulusan S2, 54 orang lulusan S1, 6 orang lulusan D3/D4, 23
orang lulusan SLTA dan 3 orang lulusan SLTP.

Selain sebagai staf dan pejabat struktural juga terdapat beberapa pejabat
fungsional yang mendukung pelaksanaan program dan kegiatan di Bappeda Provinsi
NTB. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab,
wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang
dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian/dan atau keterampilan tertentu
serta bersifat mandiri. Pada Bappeda Provinsi NTB terdapat 14 orang pejabat
fungsional yang terdiri dari 6 orang fungsional perencana madya, 2 orang fungsional
perencana muda, 3 orang fungsional perencana pratama, 1 orang fungsional arsiparis
madya, 1 orang fungsional arsiparis muda dan 1 orang fungsional pranata komputer.
Keberadaan pejabat fungsional tersebut sangat membantu dalam pelaksanaan tugas
terkait dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda Provinsi NTB.

Untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pada masing-masing
bidang, Bappeda Provinsi NTB juga merekrut sebanyak 61 orang pegawai kontrak yang
penempatannya adalah sebagai berikut : 15 orang di Bidang Sekretariat, 11 orang di
Bidang Perencanaan Wilayah dan Pembangunan Infrastruktur, 6 orang di Bidang
Pembangunan Ekonomi, 7 orang di Bidang Perencanaan Sosial dan Budaya, 7 orang di
Bidang Penelitian dan Pengembangan, 3 orang di Bidang Pemantauan, Evaluasi dan
Pengendalian Perencanaan Pembangunan, serta masing-masing 6 orang untuk

mendukung pengembangan Geopark Rinjani dan Geopark Tambora.

D. Sarana dan Prasarana
Ketersediaan sarana dan prasarana merupakan salah satu penunjang
keberhasilan Bappeda Provinsi NTB dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas serta memberikan pelayanan kepada masyarakat, pegawai
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Bappeda Provinsi NTB menempati gedung kantor dua lantai yang berdiri diatas lahan
seluas 4.478,5 m2 yang dilengkapi dengan 4 (empat) ruang rapat berkapasitas 20
sampai dengan 100 orang dengan fasillitas audio visual dan infokus untuk
memudahkan koordinasi dengan instansi dan stakeholder lainnya, sebuah mushola, dan
10 kamar mandi. Selain itu, Bappeda juga dilengkapi dengan sarana dan prasarana
seperti 1 line telepon, 67 unit komputer PC dan 56 laptop, 68 unit printer serta jaringan
internet yang bisa diakses pada setiap ruangan. Untuk memudahkan mobilitas dan
sebagai sarana transportasi pegawainya, Bappeda Provinsi NTB juga menyediakan

kendaraan dinas roda empat sebanyak 22 unit dan roda dua sebanyak 45 unit.

E. Isu Strategis
Dalam pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan, penelitian dan
pengembangan daerah dihadapi berbagai kendala dan permasalahan yang dituangkan
menjadi isu strategis pada Rencana Strategis Bappeda Provinsi NTB 2013 — 2018. Isu
strategis tersebut mencakup internal dan eksternal Bappeda Provinsi NTB yang
diharapkan dapat diatasi dalam jangka waktu lima tahun melalui pelaksanaan program
dan kegiatan. Isu strategis internal Bappeda Provinsi NTB meliputi:
a. Masih kurangnya SDM dengan skill dan kompetensi yang sesuai tugas dan
tanggung jawabnya
b. Kurang kuatnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat dasar yang
menyebabkan kurang optimalnya proses perencanaan bottom up
c. Belum optimalnya kerjasama dan koordinasi antar bidang untuk menjaga
konsistensi perencanaan pembangunan daerah
d. Masih kurangnya alat kerja penunjang dalam pelaksanaan tugas
e. Masih rendahnya penguasaan iptek
Isu strategis eksternal Bappeda Provinsi NTB meliputi isu dalam perencanaan
dan penelitian daerah yang terkait dengan pemerintah pusat, organisasi perangkat
daerah lingkup Pemerintah Provinsi NTB, dan organsiasi perangkat daerah lingkup
kabupaten/kota se-NTB. Isu tersebut adalah sebagai berikut :
a. Belum optimalnya koordinasi antara institusi perencana dengan pemegang otoritas
penganggaran untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran
b. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan

antara Bappeda dengan SKPD lain
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C.
d.

Belum optimalnya rencana kegiatan penelitian untuk pengembangan potensi daerah
Hasil penelitian daerah belum ditindaklanjuti dalam bentuk program dan kegiatan

perencanaan pembangunan daerah.

F. Landasan Hukum

Laporan Kinerja Instansi Pemerintan Bappeda Provinsi NTB ini disusun

berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang
Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara
Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Daerah Provinsi N usa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2014 tentanng Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun
2013-2018.

. Sistematika Penyusunan

Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Provinsi

NTB Tahun 2018 adalah sebagai berikut :
BAB| PENDAHULUAN

Meliputi gambaran umum, tugas dan fungsi, sumber daya manusia, sarana dan

prasarana, isu strategis yang dihadapi OPD, dasar hukum dan sistematika.

BAB Il PERENCANAAN KINERJA

Meliputi perencanaan strategis, IKU dan perjanjian Kinerja.
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BAB 11l AKUNTABILITAS KINERJA
Meliputi capaian IKU, pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja serta
akuntabilitas keuangan.

BAB IV PENUTUP
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BAB 11
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

Tahun 2018 merupakan tahun terakhir dari pelaksanaan Renstra Bappeda
Provinsi NTB Tahun 2013-2018, yang mana substansinya telah disesuaikan dengan
Perda Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun
2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Barat Tahun 2013-2018. Penyesuaian Renstra dilakukan terhadap beberapa
program dan kegiatan yang bertujuan untuk mencapai target indikator kinerja daerah
dalam RPJMD Provinsi NTB Tahun 2013-2018 yanng menjadi tanggung jawab
Bappeda. Selain itu, penyesuaian terhadap Renstra dilakukan dengan maksud untuk
mendukung pelaksanaan tugas Bappeda sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan
Gubernur Nomor 51 Tahun 2016 yaitu membantu Gubernur melaksanakan fungsi
penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, seperti penyusunan
kebijakan, pelaksanaan tugas, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pembinaan di
bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah serta tugas
lainnya yang diberikan Gubernur.

Bappeda Provinsi NTB sebagai koordinator perencanaan pembangunan,
penelitian dan pengembangan daerah memerlukan data dan informasi yang akurat
untuk merumuskan konsep dalam menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang
dihadapi saat ini maupun kemungkinan masalah yang timbul di masa yang akan datang.
Dalam merumuskan konsep tersebut Bappeda Provinsi NTB tetap mengacu pada
RPJMD Provinsi NTB dengan mempertimbangkan aspirasi berbagai pihak, kondisi
obyektif serta perkembangan kebutuhan dalam rangka peningkatan kesejahteraan
masyarakat.

Untuk dapat melaksanakan semua tugas sebagaimana yang diuraikan diatas,
Bappeda Provinsi NTB memiliki visi dan misi sebagai berikut :

1. Visi

Visi adalah tujuan masa depan yang ingin dicapai oleh Bappeda Provinsi NTB.
Adapun visi Bappeda Provinsi NTB adalah “Menjadi Lembaga Perencana Yang
Andal”.
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Penjabaran dari Visi Bappeda Provinsi NTB diatas adalah sebagai berikut :

a. Lembaga adalah wadah dimana orang berkumpul, bekerja sama secara berencana
terorganisasi, terkendali, terpimpin dengan memanfaatkan sumber daya untuk satu
tujuan yang sudah ditetapkan.

b. Perencana adalah penyusun atau pembuat rencana baik konsep maupun uraiannya.

c. Andal memiliki arti yang dapat dipercaya.

2. Misi

Mengacu pada visi diatas, maka rumusan misi Bappeda Provinsi NTB selaras
dengan visi dan memiliki relevansi dengan pencapaian misi Kepala Daerah Provinsi
NTB periode 2013 - 2018 . Untuk itu, Bappeda Provinsi NTB menetapkan misi 2013 -
2018 sebagai berikut :
a. Meningkatkan kompetensi dan profesionalitas aparatur.
b. Menyediakan data dan informasi yang akurat, mutakhir dan akuntabel untuk

perencanaan pembangunan.

c. Mendayagunakan hasil monitoring dan evaluasi dalam perencanaan pembangunan.
d. Meningkatkan kualitas rencana pembangunan ekonomi daerah.

e. Meningkatkan kualitas rencana pembangunan sosial dasar daerah.

f. Meningkatkan kualitas rencana pembangunan daerah yang sinergis berbasis tata

ruang.
g. Mendayagunakan hasil kajian dan penelitian pengembangan daerah yang mampu

mengembangkan potensi masyarakat lokal.

3. Tujuan dan Sasaran
Untuk mencapai visi dan misi Bappeda Provinsi NTB, tujuan yang akan

dicapai dalam kerangka 5 (lima) tahun, terutama di akhir tahun kelima (2018), adalah:
Misi 1 Meningkatkan kompetensi dan profesionalitas aparatur

T.1  Meningkatkan kualitas pelayanan kantor.

T.2  Meningkatkan akuntabilitas keuangan.

T.3  Meningkatkan kualitas rencana dan pelaporan.
Misi 2 Menyediakan data dan informasi yang akurat, mutakhir dan akuntabel

T.1  Mendayagunakan data dan informasi untuk perencanaan pembangunan

daerah.
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T.2  Meningkatkan akurasi dan kemutakhiran data pembangunan daerah.
Misi 3 Mendayagunakan hasil monitoring dan evaluasi pembangunan dalam
perencanaan pembangunan
T.1  Meningkatkan kualitas dokumen RPJPD, RPIMD, RKPD, KUA/PPAS
dan LKPJ.
T.2  Meningkatkan kemanfaatan laporan hasil monitoring dan evaluasi
program pembangunan.
Misi 4 Meningkatkan kualitas rencana pembangunan ekonomi daerah.
T.1  Mengembangkan perekonomian dengan berbasis agrikultur dan
pariwisata.
T.2  Meningkatkan perekonomian daerah dengan mewujudkan sasaran
MDGs
Misi 5 Meningkatkan kualitas rencana pembangunan sosial dasar daerah.
T.1  Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani.
T.2  Meningkatkan kuantitas kesejahteraan masyarakat.
Misi 6 Meningkatkan kualitas rencana pembangunan daerah yang sinergis berbasis tata
ruang
T.1  Meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan infrastruktur daerah
berbasis tata ruang.
T.2  Memantapkan pengelolaan Sumber Daya Alam dan bencana alam.
Misi 7 Mendayagunakan hasil kajian dan penelitian pengembangan daerah yang
mampu mengembangkan potensi masyarakat lokal.
T.1  Meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian bidang sosial budaya,
ekonomi dan kewilayahan.

T.2  Meningkatkan kuantitas dan kualitas informasi geospasial

Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dari perumusan visi dan misi Bappeda

Provinsi NTB tersebut diatas, dapat dilihat pada tabel berikut :
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Tabel 2.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda Provinsi NTB

. Target Kinerja Sasaran Pada
Tujuan Sasaran Indikator Satuan Tahun Ke
Sasaran
1 | 2 | 3] 4]s5
Misi 1 Meningkatkan Kompetensi dan Profesionalitas Aparatur
Meningkatkan Terwujudnya Rata — rata
kualitas pelayanan pengelo.laan naskah wal'<tu tindak Jam 17 17 17 17 17
kantor yang baik lanjut surat
menyurat
Terwujudnya Persentase
layanan sarana layanan sarana % 100 | 100 | 100 | 100 | 100
prasarana kantor prasarana kantor
Tersedianya Peralatan kantor
kuantitas dan yang terpelihara
kualitas sarana % 100 | 100 | 100 | 100 | 100
prasarana yang
memadai
Tersedianya aparat | Persentase aparat
yang mumpuni dan | yang telah % 60% | 70% | 80% | 90% | 100
berbudi pekerti mengikuti
luhur pelatihan
Meningkatkan Terwujudnya
akuntabilitas layanan keuangan
keuangan yang cepat, Presentase
transparan dan penyerapan % 92 | 925 | 93 | 935 | 94
laporan keuangan anggaran
yang bertanggung
jawab
Meningkatkan Meningkatnya Jumlah masukan
kualitas rencana dan | partisipasi program/
pelaporan masyarakat dalam kgglatan yang Jumlah 210 | 220 | 230 | 240 | 250
perencanaan diusulkan oleh usulan
pembangunan masyarakat
daerah
Jumlah masukan
program/
kegiatan yang
diusulkan oleh Jumlah
masyarakat yang usulan 80 85 90 96 100
sesuai dengan
perencanaan
pembangunan
Jumlah masukan
program yang umlah gy | s | 90 | 96 | 100
terakomodir usulan
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Target Kinerja Sasaran Pada

Tujuan Sasaran Indikator Satuan Tahun Ke
Sasaran
1 2 3 4 5
Tersedianya Penyelesaian
dokumen renstra, dokumen/
renja SKPD dan laporan :
LKjIP yang - DPA SKPD Bulan 2 2 2 2 2
berkualitas - LKjIP 1 1 1 1 1
Misi 2 Menyediakan Data dan Informasi yang Akurat, Mutakhir dan Akuntabel
Mendayagunakan Terkelolanya basis | Presentase
data dan informasi data spasial daerah | penanganan data % 20 40 60 80 100
untuk perencanaan spasial daerah
pembangunan Tersebarnya data Masyarakat yang
daerah dan informasi mengakses
EE?QZ?EQVUVZZ” Larﬁ?::rzFL\EPBD Orang  [10.000|20.000 40.000(80.000 60.000
Online, NTB
Satu Data)
Meningkatkan Tersedianya data Presentase data
akurasi dan yang akurat, pembangunan
kemutakhiran data selaras, mutakhir daerah yang % 26 37 63 74 100
pembangunan dan akuntabel selaras
daerah

Misi 3 Mendayagunakan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pe

mbangunan Dalam Perencanaan Pembangunan

Meningkatkan Tersedianya Dokumen
kualitas dokumen dokumen perencanaan dan
RPJPD, RPJMD, perencanaan pertanggung
RKPD, KUA/PPAS | pembangunan yang | jawaban
dan LKPJ berdaya guna, dan | pelaksanaan Dokumen 1 1 1 1 1
laporan pembangunan
pertanggung yang berprestasi
jawaban yang ditingkat
berkualitas nasional
Ketepatan
penyelesaian
dokumen
/laporan :
- KUA/PPAS Bulan 4 4 4 4 4
murni
- KUA/PPAS 4 4 4 4 4
perubahan
- LKPJ 3 3 3 3 3
Tingkat
keselarasan % - - 95 100 | 100
RKPD terhadap
RPJMD
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Indikator

Target Kinerja Sasaran Pada

Tujuan Sasaran Satuan Tahun Ke
Sasaran
1 2 3 4 5
Tingkat
keselarasan
Renstra terhadap % - - 95 100 | 100
RPJMD
Tingkat
keselarasan
Renja terhadap % - - 95 100 | 100
RKPD
Meningkatkan Terwujudnya SKPD yang
kemanfaatan laporan | perencanaan mempedomani
hasil monitoring dan | pembangunan yang | dokumen % 90 90 90 100 | 100
evaluasi program selaras dan perencanaan
pembangunan berkualitas
Misi 4 Meningkatkan Kualitas Rencana Pembangunan Ekonomi Daerah.
Mengembangkan Terwujudnya Persentase
perekonomian rencana komoditi
dengan berbasis pemanfaatan SDA | unggulan daerah
agrikultur dan potensial daerah yang % 16 32 o1 70 o1
pariwisata. secara dikembangkan
berkelanjutan
Terwujudnya Persentase
rencana rencana program
pengembangan industri kreatif
industri berbasis yang % 9.2 9.2 9.2 9.2 9.2
agro dan pariwisata | dikembangkan
(industri kreatif)
Meningkatkan Tercapainya tujuan | Dokumen hasil
perekonomian dan sasaran MDGs | kegiatan
daerah dengan di Provinsi NTB pendukung
mewujudkan sasaran MDGs yang Dokumen 1 1 1 1 1
MDGs berprestasi
ditingkat
nasional
Misi 5 Meningkatkan Kualitas Rencana Pembangunan Sosial Dasar Daerah.
Mengembangkan Terwujudnya Persentase
tata kelola rencana rencana program
pemerintahan yang pemerintahan yang | pemerintahan % 475 | 52,2 |58,43 | 65,9 |72,49
bersih dan melayani | bersih dan yang bersih dan
melayani melayani
Meningkatkan Tersedianya Persentase
kuantitas pelayanan sosial rencana program
kesejahteraan dasar yang pelayanan sosial % 58 69 79 88 99
masyarakat berkualitas dasar strategis
daerah
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Tujuan

Sasaran

Indikator
Sasaran

Satuan

Target Kinerja Sasaran Pada
Tahun Ke

1 [ 2 ]3] 4]s

Misi 6 Meningkatkan Kualitas Rencana

Pembangunan Dae

rah yang Sinergis Berbasis Tata Ruang

Meningkatkan Terwujudnya Persentase
kuantitas dan konektivitas rencana program
kualitas pelayanan infrastruktur antar infrastruktur % 68,92 | 72,67 | 72,9 | 73,21 | 83,65
infrastruktur daerah | wilayah strategis daerah
berbasis tata ruang
Memantapkan Terwujudnya Persentase
pengelolaan Sumber | sinergitas rencana tata
Daya Alam dan pemanfaatan tata ruang Kab/Kota
bencana alam ruang wilayah ygng % 12 24 36 48 50
diselaraskan
dengan rencana
tata ruang
provinsi
Tersedianya Persentase
rencana rencana program
pengelolaan SDA rehabilitasi hutan % 14,00 | 28.18 | 42,26 | 56,35 | 70.44

dan adaptasi
mitigasi bencana

dan lahan, RTH
dan pengelolaan
bencana

Misi 7 Mendayagunakan hasil kajian dan penelitian pengembangan daerah yang mampu mengembangkan
potensi masyarakat local

Meningkatkan
kuantitas dan
kualitas penelitian

Tersedianya
dokumen kajian
dan penelitian

Dokumen kajian
dan penelitian
bidang sosial

bidang sosial bidang sosial budaya, ekonomi Dokumen | - ) ) 10 20

budaya, ekonomi budaya, ekonomi dan kewilayahan

dan kewilayahan dan kewilayahan

Meningkatnya Tersedianya data Dokumen data

kuantitas dan dan informasi dan informasi

kualitas informasi geospasial daerah | geospasial Dokumen - - - - 3

geospasial daerah
B. Indikator Kinerja Utama

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan
yang akan dicapai dari kinerja program dan kegiatan yang telah direncanakan,
sementara indikator kinerja utama adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam
mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai
penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Indikator kinerja ini merupakan bagian
Perjanjian Kinerja yang disusun dengan memperhatikan dokumen pelaksanaan
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anggaran. Pada tahun 2018, Bapppeda Provinsi NTB telah menetapkan indikator

kinerja utama sebanyak 5 indikator sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama Bappeda Provinsi NTB
Penjelasan
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja (Formulasi Pengukuran, Tipe
Penghitungan, Sumber Data,
Alasan)
1 | Meningkatnya partisipasi Persentase masukan Formulasi penghitungan :

masyarakat dalam
perencanaan pembangunan
daerah

program/kegiatan dalam
musrenbang yang diakomodir
dalam perencanaan
pembangunan

Jumlah program/kegiatan yang
diusulkan masyarakat dalam
Musrenbang dibagi jumlah
program/kegiatan yang diakomodir
dalam RKPD dikali 100%.

Alasan :

Untuk meningkatkan perencanaan
pembangunan daerah berbasis
partisipasi masyarakat

Terwujudnya keselarasan
perencanaan pembangunan
daerah

1)

Tingkat keselarasan
RKPD terhadap RPIMD

Formulasi penghitungan :

1. Keselarasan sasaran dan
indikator adalah jumlah sasaran
pada RKPD yang sesuai dengan
RPJMD dibagi jumlah sasaran dan
indikator pada RPJMD dikali
100%

2. Keselarasan target adalah
jumlah target pada RKPD yang
sesuai dengan RPJMD dibagi
jumlah kegiatan pada RPJMD
dikali 100%

3. Keselarasan program adalah
jumlah program pada RKPD yang
sesuai dengan RPJMD dibagi
jumlah program pada RPJMD
dikali 100%

4. Keselarasan kegiatan adalah
jumlah kegiatan pada RKPD yang
sesuai dengan RPJMD dibagi
jumlah kegiatan pada RPIMD
dikali 100%

O]

Tingkat keselarasan
Renstra terhadap RPJMD
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Formulasi penghitungan :

1. Keselarasan sasaran dan
indikator adalah jumlah sasaran
pada Renstra yang sesuai dengan
RPJMD dibagi jumlah sasaran dan
indikator pada RPIJMD dikali
100%

2. Keselarasan target adalah
jumlah target pada Renstra yang
sesuai dengan RPJMD dibagi
jumlah target pada RPIJMD dikali
100%

3. Keselarasan program adalah
jumlah program pada Renstra yang
sesuai dengan RPJMD dibagi
jumlah program pada RPJMD
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No Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Penjelasan
(Formulasi Pengukuran, Tipe
Penghitungan, Sumber Data,

Alasan)

dikali 100%

4. Keselarasan kegiatan adalah
jumlah kegiatan pada Renstra yang
sesuai dengan RPJMD dibagi
jumlah kegiatan pada RPIMD
dikali 100%

Sumber data :

Laporan Bidang Pemantauan,
Evaluasi dan Pengendalian
Perencanaan Pembangunan
Bappeda Provinsi NTB

Alasan :

Untuk mendorong tersusunnya
dokumen perencanaan
pembangunan yang berkualitas

©)

Tingkat keselarasan Renja
terhadap RKPD

Formulasi penghitungan :

1. Keselarasan program adalah
jumlah program pada Renja yang
sesuai dengan RKPD dibagi
jumlah program pada RKPD dikali
100%

2. Keselarasan kegiatan adalah
jumlah kegiatan pada Renja yang
sesuai dengan RKPD dibagi
jumlah kegiatan pada RKPD dikali
100%

Tipe penghitungan target :
Kumulatif

Sumber data :

Laporan Bidang Pemantauan,
Evaluasi dan Pengendalian
Perencanaan Pembangunan
Bappeda Provinsi NTB

Alasan :

Untuk mendorong tersusunnya
dokumen perencanaan
pembangunan yang berkualitas

3 | Tercapainya target-target
perencanaan pembangunan
daerah

Persentase pencapaian indikator
kinerja daerah

Jumlah indikator yang tercapai
dibagi dengan jumlah indikator
RPJMD x 100%

Perjanjian Kinerja 2018

Perjanjian kinerja merupakan salah satu bagian dari penyelenggaraan sistem

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) yang disusun dengan mencantumkan

indikator kinerja dan target kinerja serta memperhatikan dokumen pelaksanaan

anggaran. Perjanjian Kkinerja merupakan wujud komitmen dan kesepakatan antara
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Gubernur sebagai pemberi amanah dan pimpinan perangkat daerah sebagai penerima
amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta
sumber daya yang tersedia. Melalui perjanjian kinerja maka pimpinan perangkat daerah
dapat menentukan program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan sehingga
target yang ditetapkan dapat tercapai dengan sumber dana yang terbatas.

Perjanjian kinerja Bappeda Provinsi NTB Tahun 2018 mengacu pada Renstra
Bappeda Provinsi NTB Tahun 2013-2018, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun
2018, Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun
2018 serta perubahannya. Adapun perjanjian kinerja tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Bappeda Provinsi NTB Tahun 2018

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
1 | Meningkatnya partisipasi Persentase masukan program/kegiatan 40 %

masyarakat dalam dalam Musrenbang yang diakomodir

perencanaan pembangunan | dalam perencanaan pembangunan

daerah
2 | Terwujudnya keselarasan (1) Tingkat keselarasan RKPD terhadap 100 %

perencanaan pembangunan RPJMD

daerah

(2) Tingkat keselarasan Renstra 100 %

terhadap RPJMD

(3) Tingkat keselarasan Renja terhadap 100 %

Renstra

3 | Tercapainya target-target Persentase pencapaian indikator kinerja 100 %
perencanaan pembangunan | daerah
daerah

4 | Peningkatan pemanfaatan | SKPD yang mempedomani dokumen 100 %
dokumen hasil perencanaan | perencanaan
pembangunan

5 | Meningkatnya Nilai Evaluasi AKIP B
akuntabilitas Bappeda

6 | Meningkatkan kinerja IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) 75 %

pelayanan Bappeda

Bappeda Provinsi NTB telah melaksanakan 8 program strategis dengan 37
kegiatan dan total anggaran sebesar Rp 28.339.931.596,- dalam rangka pencapaian
target pada indikator kinerja diatas. Disamping program dan kegiatan strategis tersebut,
Bappeda juga melaksanakan kegiatan rutin yang bersifat menunjang untuk pencapaian

indikator kinerja yang terdiri dari 5 program dengan 21 kegiatan dan total anggaran
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sebesar Rp.11.004.756.278,42,-, sehingga total anggaran Bappeda Provinsi NTB tahun

2018 sebesar Rp39.344.687.874,42,- untuk membiayai 13 program dengan 58 kegiatan.
Setiap indikator kinerja pada sasaran strategis diatas didukung oleh beberapa

program dan kegiatan, sehingga satu program atau kegiatan bisa mendukung

pencapaian beberapa sasaran strategis. Adapun program-program strategis yang

dilaksanakan untuk mencapai sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut :

a. Sasaran strategis 1 yaitu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan

pembangunan daerah didukung oleh program sebagai berikut :

e Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan kegiatan Pengembangan
Partisipasi Masyarakat Dalam Perumusan Program dan Kebijakan Layanan
Publik, dan kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD.

e Program Pengembangan Data/Informasi dengan kegiatan Pengumpulan,
Updating dan Analisis Data Informasi Capaian Target Kinerja Program dan
Kegiatan.

b. Sasaran strategis 2 vyaitu terwujudnya keselarasan perencanaan pembangunan
daerah didukung oleh program-program sebagai berikut :

e Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan kegiatan Penyusunan
Rancangan RPJMD, Penyusunan Rancangan RKPD, Evaluasi Dokumen
Perencanaan, Penyelarasan Dokumen RPJMD Provinsi NTB, Penyusunan
Rancangan KUA dan PPAS, Penyusunan Dokumen Perencanaan,
Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah,
Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, Monitoring, Evaluasi
dan Pelaporan, serta kegiatan Publikasi Perencanaan Pembangunan Daerah.

c. Sasaran strategis 3 yaitu tercapainya target-target perencanaan pembangunan daerah
didukung oleh program-program sebagai berikut :

e Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan kegiatan
Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), Monitoring
Evaluasi dan Pelaporan, dan kegiatan Publikasi Perencanaan Pembangunan
Daerah.

d. Sasaran strategis 4 yaitu peningkatan pemanfaatan dokumen hasil perencanaan
pembangunan didukung oleh program-program sebagai berikut :

e Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi dengan kegiatan Sosialisasi

Ketentuan di Bidang Cukai dan DBHCHT, Penyusunan Perencanaan
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Pembangunan Bidang Investasi dan Keuangan, Penyusunan Perencanaan
Pembangunan Bidang Perindustrian, Perdagangan dan Pariwisata, serta kegiatan
Penyusunan Perencanaan Bidang Pangan dan Pertanian.

e Program Perencanaan Sosial dan Budaya dengan kegiatan Perencanaan
Pembangunan Bidang Pemerintahan, Perencanaan Pembangunan Sosial Bidang
Kesra, Penguatan Lembaga Mediasi, Evaluasi Aksi Daerah Pemberantasan
Korupsi, dan kegiatan Perencanaan Pembangunan Sosial Bidang Pendidikan
dan Kesehatan.

e Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam dengan
kegiatan Penyusunan Masterplan Pengendalian Sumber Daya Alam dan
Lingkungan Hidup, Perencanaan Pembangunan Bidang Prasarana Wilayah,
Sinkronisasi dan Pengendalian Pengelolaan Irigasi Partisipatif dan kegiatan
Pemantapan Zonasi Ruang Laut dengan RTRW Provinsi NTB.

e Program Perencanaan Tata Ruang dengan kegiatan Penyusunan Rencana
Wilayah dan kegiatan Peningkatan Peran BKPRD dalam Perencanaan
Pembangunan Wilayah.

e Program Pengembangan Data/Informasi dengan kegiatan Penyusunan Data
Spasial.

e Program Penelitian dan Pengembangan dengan kegiatan Penelitian dan
Pengembangan Ekonomi dan Wilayah, Penelitian dan Pengembangan Sosial
Budaya, Penelitian dan Pengembangan Informasi Geospasial dan kegiatan
Peningkatan Peran Serta Dewan Riset Daerah Dalam Perencanaan
Pembangunan.

e Program Peningkatan Pelayanan Penelitian dengan kegiatan Publikasi
Penelitian Unggulan dan Kerjasama Penelitian.

e. Sasaran strategis 5 yaitu meningkatkan akuntabilitas Bappeda didukung oleh
program-program sebagai berikut :

e Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan kegiatan Penyusunan
Laporan Kinerja Pemerintah Daerah.

f. Sasaran strategis 6 yaitu meningkatnya kinerja pelayanan Bappeda didukung oleh
program sebagai berikut :

e Program Peningkatan Pelayanan Penelitian dengan kegiatan Pelayanan ljin
Penelitian.
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BAB Il
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas merupakan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk
mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan
yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam mencapai misi organisasi
secara terukur dengan sasaran/target yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja
instansi pemerintah yang dilaporkan secara periodik. Bappeda Provinsi NTB berupaya
untuk memberikan gambaran pencapaian target dari Renstra 2013-2018 serta Rencana
Kerja 2018 melalui penyajian laporan kinerja dengan terlebih dahulu melakukan
penilaian kinerja sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Penilaian kinerja
tersebut dilakukan dengan membandingkan kinerja antara kinerja yang terjadi dengan
kinerja yang diharapkan serta melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan
seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.
Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas
indikator Kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian Kinerja sasaran diperoleh
berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja strategis. Cara penyimpulan hasil
pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian
rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

A. Capaian Kinerja Bappeda Provinsi NTB

Tahun 2018 merupakan tahun terakhir dari penerapan Renstra Bappeda
Provinsi NTB 2013-2018, dan telah ditetapkan 3 (tiga) indikator kinerja utama (IKU)
yaitu meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah,
terwujudnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah dan tercapainya target-
target perencanaan pembangunan daerah. Untuk mencapai IKU tersebut maka Bappeda
Provinsi NTB harus mencapai 22 (dua puluh dua) sasaran dengan 28 (dua puluh
delapan) indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra Bappeda Provinsi NTB.
Salah satu IKU Bappeda Provinsi NTB menjadi salah satu indikator kinerja RPJMD
Provinsi NTB Tahun 2013-2018 yaitu tingkat keselarsaan RKPD terhadap RPJMD.
Adapun hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Bappeda Provinsi NTB tahun
2018 dapat dilihat pada tabel berikut :
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Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja Utama Bappeda Provinsi NTB

Tahun 2017 Tahun 2018
No. Indikator Kinerja Satuan Capaian Capaian
Utama Target | Realisasi | Kinerja | Target | Realisasi | Kinerja
(%) (%)
1. Persentase masukan % 40 55,42 138,55 40 46,40 116
program/kegiatan dalam
Musrenbang yang
diakomodir dalam
perencanaan
pembangunan
2. | Tingkat keselarasan % 100 99,03 99,03 100 100 100
RKPD terhadap RPJIMD
3. | Tingkat keselarasan % 100 99,03 99,03 100 100 100
Renstra terhadap
RPJMD
4. | Tingkat keselarasan % 100 99,03 99,03 100 100 100
Renja terhadap RKPD
5. | Persentase pencapaian % 100 93,55 93,55 100 58,06 58,06
indikator kinerja daerah

Sasaran strategis pertama yaitu yaitu meningkatnya partisipasi masyarakat
dalam perencanaan pembangunan daerah dengan indikator persentase masukan
program/kegiatan dalam Musrenbang yang diakomodir dalam perencanaan
pembangunan realisasinya mencapai 48,33%, dimana target yang ditetapkan sebesar
40%. Pada tahun 2018, Pemerintah Provinsi NTB telah menetapkan 5 (lima) prioritas
daerah yang akan menjadi dasar dalam penyusunan program dan kegiatan di tahun
berikutnya, kelima prioritas daerah tersebut adalah : (1) Percepatan Penurunan Angka
Kemiskinan; (2) Peningkatan Pelayanan Dasar; (3) Peningkatan Nilai Tambah
Ekonomi; (4) Pemantapan Infrastruktur Strategis Untuk Mendukung Peningkatan
Investasi, Ketahanan Pangan dan Pariwisata; dan (5) Peningkatan Kualitas Lingkungan
Hidup dan Penanggulangan Bencana. Berdasarkan kelima prioritas daerah tersebut,
kabupaten/kota dan perangkat daerah provinsi mengusulkan program dan kegiatan
melalui aplikasi e-Musrenbang yang berupakan bagiatan dari sistem e-planning yang
dibuat oleh Bappeda Provinsi NTB untuk menampung berbagai usulan program dan
kegiatan. Berdasarkan hasil rekapitulasi diketahui bahwa jumlah usulan yang bisa
diakomodir sebanyak 116 usulan dari target 250 usulan atau 46,40%, dengan rincian
sebagai berikut : (1) 60 usulan kegiatan mendukung prioritas daerah percepatan
penurunan angka kemiskinan; (2) 21 usulan kegiatan mendukung prioritas daerah

peningkatan pelayanan dasar; (3) 8 usulan kegiatan mendukung prioritas daerah
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peningkatan nilai tambah ekonomi; (4) 15 usulan kegiatan mendukung prioritas daerah
pemantapan infrastruktur strategis untuk mendukung peningkatan investasi, ketahanan
pangan dan pariwisata; dan (5) 12 usulan kegiatan mendukung prioritas daerah
peningkatan kualitas lingkungan hidup dan penanggulangan bencana.

Untuk sasaran strategis terwujudnya keselarasan perencanaan pembangunan
daerah dengan indikator kinerja tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD, tingkat
keselarasan Renstra terhadap RPIJMD dan tingkat keselarasan Renja terhadap RKPD
realisasi dan capaian kinerjanya mencapai 100 % sesuai dengan target yang ditetapkan.
Hal ini tidak terlepas dari upaya koordinasi yang telah dilakukan oleh masing-masing
bidang yang ada di Bappeda Provinsi NTB untuk mengawal pelaksanaan program yang
ada di RPJMD Provinsi NTB 2013-2018. Dalam RPJMD tersebut ada 206 program
yang dilaksanakan oleh perangkat daerah Provinsi NTB.

Adapun untuk sasaran strategis tercapainya target-target perencanaan
pembangunan daerah dengan indikator kinerja persentase pencapaian indikator kinerja
daerah realisasinya mencapai 58,06 % dari target 100%. Hal ini disebabkan dari 31
indikator Kkinerja daerah yang ditetapkan dalam RPJMD Provinsi NTB 2013-2018,
sebanyak 18 indikator yang mencapai target, 7 indikator yang tidak mencapai target
dan 6 indikator yang belum ada datanya atau NA. Tidak tercapainya beberapa indikator
kinerja daerah tersebut salah satunya disebabkan oleh adanya bencana gempa bumi
yang terjadi Provinsi NTB pada bulan Juli — Agustus 2018 yang mengakibatkan
kematian, kerusakan infrastruktur serta sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan dan
sarana lainnya. Selain itu, bencana tersebut juga mengakibatkan banyaknya wisatawan
yang meninggalkan Provinsi NTB untuk alasan keselamatan, bahkan beberapa event
pariwisata yang awalnya bertujuan untuk menarik wisatawan batal dilaksanakan.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa secara umum capaian
indikator kinerja utama Bappeda Provinsi NT tahun 2018 sangat baik, dimana dari 5
indikator yang ditetapkan 4 indikator mencapai target. Hal ini tidak terlepas dari upaya
Bappeda Provinsi NTB untuk terus melakukan perubahan kearah yang lebih baik, salah
satunya dengan menggunakan aplikasi e-planning untuk menampung aspirasi
masyarakat pada saat Musrenbang hingga menyusun rencana program dan kegiatan
mulai dari RKPD, Renstra, Renja hingga RKA. Hal ini bertujuan untuk menjaga
konsistensi antar dokumen perencanaan. Sementara itu, tidak tercapainya satu indikator

kinerja utama yaitu persentase pencapaian indikator kinerja daerah bukan berarti bahwa
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perangkat daerah provinsi tidak bekerja optimal, namun banyak faktor lain yang

mempengaruhi pencapaian target tersebut, salah satunya bencana gempa bumi.

B. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja Sasaran Strategis

Secara umum Bappeda Provinsi NTB telah dapat melaksanakan tugas dalam
rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Bappeda
Provinsi NTB 2013-2018. Jumlah sasaran untuk mencapai visi dan misi Bappeda
Provinsi NTB Tahun 2013-2018 sebanyak 22 (dua puluh dua) sasaran strategis dengan
28 (dua puluh delapan) indikator kinerja. Tahun 2018 merupakan tahun terakhir dari
Renstra Bappeda Provinsi NTB Tahun 2013-2018, adapun capaian Kinerja sasaran
strategis berdasarkan Perjanjian Kinerja Bappeda Provinsi NTB tahun 2018 adalah
sebagai berikut :

Tabel 3.2
Capaian Sasaran Strategis Perjanjian Kinerja Bappeda Provinsi NTB
Tahun 2018
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi
1 | Meningkatnya partisipasi Persentase masukan 40 % 46,40 %
masyarakat dalam perencanaan program/kegiatan dalam
pembangunan daerah Musrenbang yang diakomodir
dalam perencanaan
pembangunan
2 | Terwujudnya keselarasan (1) Tingkat keselarasan 100 % 100 %
perencanaan pembangunan RKPD terhadap RPJIMD
daerah
(2) Tingkat keselarasan 100 % 100 %
Renstra terhadap
RPIJMD
(3) Tingkat keselarasan 100 % 100 %
Renja terhadap Renstra
3 | Tercapainya target-target Persentase pencapaian 100 % 58,06
perencanaan pembangunan indikator Kinerja daerah
daerah
4 | Peningkatan pemanfaatan SKPD yang mempedomani 100 % 100 %
dokumen hasil perencanaan dokumen perencanaan
pembangunan
5 | Meningkatnya akuntabilitas Nilai Evaluasi AKIP B BB*
Bappeda
6 | Meningkatkan kinerja pelayanan | IKM (Indeks Kepuasan 75 % 100 %
Bappeda Masyarakat)
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1. Sasaran Strategis

1

Meningkatnya Partisipasi

Perencanaan Pembangunan Daerah

Capaian sasaran strategis meningkatnya partisipasi

perencanaan

pembangunan

program/kegiatan

daerah

dengan

indikator

Masyarakat Dalam

masyarakat dalam

persentase

dalam Musrenbang yang diakomodir

pembangunan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3
Analisis Pencapaian Sasaran 1
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan

masukan

dalam perencanaan

dan Perbandingan Perjanjian Kinerja dengan Target Akhir Renstra
Tahun 2018

No

Perjanjian Kinerja

Indikator
Kinerja

Sat.

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Target Akhir
Renstra

Target

Real.

%

Target

Real.

%

Target

Real.

% ([Target

Real.

%

[Target]

Real.

%

rarget

Real.

%

2

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Persentase
masukan
program/ kegiatan
dalam
Musrenbang yang
diakomodir dalam
perencanaan
pembangunan

%

38,10

40,47

106,25

38,64

48,64

125,88

39,13

59,13

151,11

40

55,42

138,54

40

46,40

116

40

46,40

116

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja untuk tahun 2018, persentase masukan

program/kegiatan

dalam Musrenbang yang diakomodir

dalam perencanaan

pembangunan melampuai target yang telah ditetapkan, dengan realisasi mencapai
46,40% dari target 40%. Realisasi tersebut lebih rendah dibandingkan tahun 2017 yang
mencapai 55,42%, namun masih diatas target Renstra Bappeda Tahun 2013-2018
sebesar 40%. Menurunnya capaian target realisasi kinerja tahun 2018 dibandingkan
tahun 2017 disebabkan karena pada tahun 2018 usulan program/kegiatan lebih
difokuskan pada program/kegiatan yang mendukung pencapaian prioritas daerah,
sementara di tahun 2017 program/kegiatan yang diusulkan bersifat umum selama
menjadi kewenangan provinsi.

Tercapainya target
indikator persentase masukan
program/kegiatan dalam
Musrenbang yang diakomodir
dalam perencanaan

pembangunan di tahun 2018

tidak terlepas dari upaya yang
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telah dilakukan Bappeda Provinsi NTB untuk mengoptimalkan pemanfaatan teknologi

dalam penyusunan rencana pembangunan, salah satunya melalui e-Musrenbang. E-

Musrenbang merupakan salah satu aplikasi dari e-planning yang dikembangkan oleh

Bappeda Provinsi NTB untuk menjaring usulan program/kegiatan dari perangkat

daerah provinsi dan kabupaten/kota. Dalam aplikasi tersebut usulan program/kegiatan

telah dipilah berdasarkan prioritas daerah dengan tujuan agar perencanaan

pembangunan ke depannya menjadi lebih focus. Hasil rekapitulasi dari aplikasi e-

Musrenbang untuk usulan program dan kegiatan tahun 2019 berdasarkan prioritas

daerah dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.3
Usulan Program dan Kegiatan Tahun 2019 Melalui Aplikasi e-Musrenbang
Tahun 2018
No Prioritas Daerah Jumlah Usulan Usulan yang Diverifikasi
1. | Percepatan penurunan angka kemiskinan 376 usulan 60 usulan
2. | Peningkatan pelayanan dasar 100 usulan 21 usulan
3. | Peningkatan nilai tambah ekonomi 114 usulan 8 usulan
4. | Pemantapan infrastruktur strategis untuk 110 usulan 15 usulan
mendukung peningkatan investasi,
ketahanan pangan dan pariwisata
5. | Peningkatan kualitas lingkungan hidup 86 usulan 12 usulan
dan penanggulangan bencana

Berdasarkan tabel diatas diketahui usulan program/kegiatan pada saat

Musrenbang untuk masing-masing prioritas daerah cukup banyak, namun hanya

beberapa usulan yang diverifikasi dan diakomodir. Hal ini disebabkan karena usulan

program/kegiatan tersebut ada beberapa yang sudah dilaksanakan oleh perangkat

daerah provinsi, ada yang pembiayaannya bersumber dari APBD kabupaten/kota dan

ada pula usulan program/kegiatan tersebut yang bukan merupakan kewenangan

provinsi.

kegiatan pendahuluan seperti :

a.

Sebelum pelaksanaan Musrenbang Provinsi NTB, dilaksanakan beberapa

Rapat Pimpinan Daerah dengan mengundang Bupati dan Walikota, unsur

kementerian/lembaga,

perangkat

daerah  provinsi

perangkat daerah

kabupaten/kota dengan tujuan penajaman program/kegiatan untuk menjamin

sinergitas, sinkronisasi dan keberlanjutan program-program pembangunan antara

pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Dalam forum
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tersebut disampaikan beberapa permasalahan pembangunan yang dihadapi oleh
kabupaten/kota  serta  berbagai  kegiatan  yang  dilaksanakan  oleh
kementerian/lembaga di Provinsi NTB. Hasil pertemuan tersebut akan
ditindaklanjuti dengan usulan program/kegiatan yang akan diusulkan dalam Forum
SKPD.

. Pra Forum SKPD yang bertujuan mempertajam output rancangan awal RKPD dan
keluarannya adalah program kegiatan yang di entry pada aplikasi Entebe-Plan;

Pra Rapat Koordinasi Teknis yang bertujuan menyusun bahan/usulan program
kegiatan dalam Rapat Koordinasi Teknis yang anggarannya bersumber dari APBN;
Forum SKPD yang bertujuan menyelaraskan program kegiatan perangkat daerah
dalam rangka mendukung prioritas daerah dan keluarannya adalah program
kegiatan yang sudah diverifikasi sebagai bahan Sarasehan Pembangunan dan Pra
Musrenbang;

Sarasehan Pembangunan NTB bertujuan untuk menyusun bahan/usulan program
kegiatan yang pendanaannya bersumber dari non-APBD;

Pra Musrenbang yang bertujuan menyelaraskan program kegiatan provinsi dengan
program  kegiatan kabupaten/kota yang meliputi : (1) kesepakatan
program/kegiatan, pagu indikatif, indikator, target kinerja dan lokasi; (2)
penyelarasan program kegiatan pembangunan daerah dengan sasaran dan prioritas
pembangunan nasional; (3) klarifikasi program kegiatan. Setelah seluruh rangkaian
kegiatan tersebut dilaksanakan maka dilanjutkan dengan Musrenbang Provinsi,
dimana pada kegiatan tersebut disepakati permasalahan pembangunan daerah,
prioritas pembangunan daerah dan arah kebijakan kabupaten/kota lingkup Provinsi
NTB.

Gambar 3.2 Pelaksanaan Musrenbang Provinsi NTB 2018
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Tercapainya  target

(o3} 63581 | B infubappedaprov@gmall.om | 7 Motice: WELCOME TO BAPPEDA PROV. NTB

R GAPPEDA PROVINSINTE - capaian indikator  untuk

sasaran strategis meningkatnya

partisipasi masyarakat dalam

, perencanaan pembangunan
Category: Berita Bappeda

Kunjungan Pansus RPIMD 2018-2023 DPRD Kota Bima

daerah  merupakan  hasil

optimalisasi penyebaran

informasi dan data

perencanaan  pembangunan

Gambar 3.3 Tampilan Website Bappeda Provinsi NTB daerah berbasis web melalui

website Bappeda.

Program penunjang peningkatan Kkinerja untuk meningkatnya partisipasi
masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah adalah Program Perencanaan
Pembangunan Daerah dengan Kegiatan Pengembangan Partisipasi Masyarakat Dalam
Perumusan Program dan Kebijakan Layanan Publik dan Kegiatan Penyelenggaraan
Musrenbang RKPD serta Program Pengembangan Data/Informasi dengan Kegiatan
Pengumpulan, Updating dan Analisis Data Informasi Capaian Target Kinerja Program
dan Kegiatan yang pagu anggarannya sebesar Rp2.148.445.896,- dengan realisasi
mencapai Rp 1.934.892.532,- atau 90,06%.

2. Sasaran Strategis 2 : Terwujudnya Keselarasan Perencanaan Pembangunan
Daerah
Sasaran terwujudnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah diukur
melalui 3 indikator yang diperjanjikan yaitu tingkat keselarasan RKPD terhadap
RPJMD, tingkat keselarasan renstra terhadap RPJMD dan tingkat keselarasan Renja
terhadap RKPD. Hasil pengukuran kinerja dari masing-masing indikator tersebut dapat
dilihat pada tabel berikut :
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Tabel 3.4
Analisis Pencapaian Sasaran 2
Terwujudnya Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah
dan Perbandingan Perjanjian Kinerja dengan Target Akhir Renstra

Tahun 2018
Perjanjian Kinerja Target Akhir
"&‘f:\';?jgr Sat. |  Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Renstra
Target |[Real. | % |Target|Real.| % [Target|Real.| % ([Target Real.| % ([TargetiReal.| % [largefReal.| %

2 3 4 5 6 7 8 9 10 |11 12 13 | 14 15 16 17 18 19 20 | 21
Tingkat % - 82,35| nla - [8467| nfa| 95 | 88 92,63 100 99,03 {99,03 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
keselarasan
RKPD terhadap
RPJMD
Tingkat % - 82,35| n/a - 8467 | nfa| 95 | 88 |92,63| 100 99,03 {99,03 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
keselarasan
Renstra terhadap
RPJMD
Tingkat % - 82,35| nla - [8467| nfa| 95 | 88 92,63 100 99,03 {99,03 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
keselarasan Renja
terhadap RKPD

Indikator tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD diukur dengan melihat
keselarasan sasaran dan indikator, keselarasan target, keselarasan program dan
keselarasan kegiatan. Keselarasan sasaran dan indikator diukur dari jumlah sasaran
pada RKPD yang sesuai dengan RPJMD dibagi jumlah sasaran dan indikator pada
RPJMD dikali 100%. Keselarasan target diukur dari jumlah target pada RKPD yang
sesuai dengan RPJMD dibagi jumlah kegiatan pada RPIJMD dikali 100%. Keselarasan
program diukur dari jumlah program pada RKPD yang sesuai dengan RPJMD dibagi
jumlah program pada RPJMD dikali 100%. Sementara untuk keselarasan kegiatan
diukur dari jumlah kegiatan pada RKPD yang sesuai dengan RPJMD dibagi jumlah
kegiatan pada RPJMD dikali 100%. Tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD pada
tahun 2018 mencapai 100% sesuai dengan target. Capaian tersebut meningkat dari
tahun 2017 yang realisasinya sebesar 99,03%, dikarenakan pada tahun 2017 dari total
206 program yang ada di RPJMD ada 2 program yang tidak dilaksanakan. Untuk
menjaga tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD, Bappeda Provinsi NTB
melaksanakan kegiatan evaluasi RKPD setiap tahunnya, baik evaluasi RKPD murni
maupun RKPD perubahan. Selain itu, dilakukan pula sinkronisasi antara RKPD, KUA
PPAS dan APBD murni dan perubahan. Sinkronisasi juga dilakukan dengan
memanfaatkan aplikasi yang telah dibangun pada tahun 2017, yaitu e-RKPD yang
merupakan bagian dari e-planning Bappeda. Hal ini dilakukan agar program/kegiatan
yang direncanakan dan dilaksanakan oleh perangkat daerah provinsi mencapai target,

indikator dan sasaran yang ada dalam RPJMD Provinsi NTB. Adapun program
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penunjang kinerja untuk tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD adalah Program
Perencanaan Pembangunan Daerah dengan kegiatan Penyusunan Rancangan RPJMD,

kegiatan Penyusunan Rancangan RKPD, dan kegiatan Evaluasi Dokumen Perencanaan.

yang pagu anggarannya sebesar Rpl1.847.884.000,- dengan realisasi mencapai
Rpl.778.585.546,- atau 96,25%.

Indikator kedua dari sasaran
strategis  terwujudnya  keselarasan
perencanaan pembangunan  daerah

adalah tingkat keselarasan Renstra

1 terhadap RPJMD yang diukur dengan
@ % @ melihat  keselarasan sasaran  dan
‘ . . . indikator, keselarasan target,

Gambar 3.4 Tampilan Aplikasi Entebe-Plan keselarasan program dan keselarasan
kegiatan. Berdasarkan hasil pengukuran, diketahui bahwa pada tahun 2018 capaian

tingkat keselarasan Renstra terhadap RPJMD mencapai 100% sesuai dengan target.
Capaian ini meningkat dibandingkan tahun 2017 yang mencapai 99,03%. Hal ini tidak
terlepas dari upaya yang telah dilakukan Bappeda Provinsi NTB, dengan melakukan
asistensi dalam penyusunan revisi Renstra perangkat daerah pada tahun 2017 sebagai
dampak dari revisi RPJIMD Provinsi NTB tahun 2013-2018. Agar sasaran, indikator
dan target dalam Renstra perangkat daerah sesuai dengan RPJMD Provinsi NTB tahun
2013-2018 maka Bappeda Provinsi NTB mengembangkan e-Renstra yang merupakan
satu kesatuan dengan e-planning. Program penunjang kinerja untuk tingkat keselarasan
Renstra terhadap RPJMD adalah Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan
kegiatan penyelarasan dokumen RPJMD Provinsi NTB yang pagu anggarannya sebesar
Rp90.228.000,- dengan realisasi mencapai Rp81.876.000,- atau 90,74%

Adapun indikator ketiga dari sasaran strategis terwujudnya keselarasan
perencanaan pembangunan daerah adalah tingkat keselarasan Renja terhadap RKPD.
Sama seperti dua indikator kinerja sebelumnya, indikator tingkat keselarasan Renja
terhadap RKPD juga diukur dengan melihat keselarasan sasaran dan indikator,
keselarasan target, keselarasan program dan keselarasan kegiatan. Hasil pengukuran
capaian kinerja pada tahun 2018 menunjukkan bahwa tingkat keselarasan Renja

terhadap RKPD mencapai 100% sesuai dengan target yang ditetapkan. Capaian ini
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meningkat dari tahun 2017 yang realisasinya sebesar 99,03%, disebabkan karena
Bappeda Provinsi NTB telah menggunakan aplikasi e-RKPD, e-Aspirasi DPRD dan e-
KUA PPAS yang merupakan bagian dari e-planning yang memudahkan bagi bidang-
bidnag di Bappeda Provinsi NTB untuk melakukan verifikasi sasaran, indikator dan
target dari masing-masing program/kegiatan yang direncanakan oleh perangkat daerah
provinsi. Program penunjang Kinerja untuk tingkat keselarasan Renja terhadap RKPD
adalah Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan kegiatan Penyusunan
Rancangan KUA PPAS, kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan kegiatan
pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan pagu
anggaran sebesar Rp 1.117.692.000,- dan realisasinya mencapai Rp 938.092.590,- atau
83,93%..

3. Sasaran Strategis 3 : Tercapainya Target-target Perencanaan Pembangunan
Daerah

Sasaran strategis tercapainya target-target perencanaan pembangunan daerah
dengan indikator kinerja persentase pencapaian indikator kinerja daerah diukur dengan
membandingkan indikator yang dicapai dibagi dengan jumlah indikator RPIJMD
Provinsi NTB Tahun 2013-2018 dikalikan 100%. Capaian indikator tersebut dapat
dilihat pada Tabel 3.5. Berdasarkan Tabel 3.5 terlihat bahwa sejak tahun 2014 hingga
2015, persentase pencapaian indikator kinerja daerah bukan menjadi bagian dalam
perjanjian kinerja, namun lebih menekankan pada jumlah dokumen perencanaan yang
dihasilkan oleh masing-masing bidang di Bappeda Provinsi NTB. Indikator persentase
pencapaian indikator kinerja daerah juga tidak ada dalam Renstra Bappeda Provinsi
NTB Tahun 2013-2018, hal ini dikarenakan indikator tersebut merupakan tugas dari
masing-masing bidang di Bappeda Provinsi NTB untuk mengarahkan dan mengawal
perangkat daerah yang berada di bawah koordinasinya agar melaksanakan
program/kegiatan yang menjadi tugas pokoknya sehingga target indikator kinerja
daerah dalam RPJMD dapat tercapai, dan untuk mengukur pencapaian target tersebut
dilakukan kegiatan evaluasi per semester sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan
termasuk penganggaran mengingat posisi Bappeda sebagai bagian dari Tim Anggaran
Pemerintah Daerah (TAPD). Hasil evaluasi tersebut juga menjadi acuan bagi
perbaikan-perbaikan yang dibutuhkan, terutama menyangkut upaya-upaya dan inovasi

yang harus dilakukan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di masing-masing
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perangkat daerah yang bertanggung jawab terhadap pencapaian indikator Kinerja

daerah.

dan Perbandingan Perjanjian Kinerja dengan Target Akhir Renstra

Tabel 3.5
Analisis Pencapaian Sasaran 3
Tercapainya Target-target Perencanaan Pembangunan Daerah

Tahun 2018
Perjanjian Kinerja Target Akhir
No "&?:\ﬁ}? Sat. Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Renstra
Target ([Real. | % |Target|Real.| % |[Target|Real.| % ([Targefl Real.| % ([TargetiReal.| % [TargefReal.| %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |11 12 13 | 14 15 16 17 18 19 20 | 21
1. | Persentase % - - - - - - 100 | 100 | 100 | 100 93,55 93,55 | 100 |58,06|58,06| - - -
pencapaian *
indikator kinerja
daerah

Keterangan : * data sampai dengan November 2018.

Berdasarkan Tabel 3.5 juga terlihat bahwa capaian persentase pencapaian
indikator kinerja pada tahun 2017 sebesar 93,55% dari target 100%, sementara pada
tahun 2018 realisasinya mencapai 58,06% (kondisi November 2018) dari target 2018.
Realisasi capaian kinerja di tahun 2017 maupun 2018 tidak mencapai target, hal ini
bukan berarti Bappeda Provinsi NTB dan perangkat daerah lainnya yang bertanggung
jawab terhadap pencapaian indikator kinerja daerah tersebut tidak bekerja optimal,
namun ada beberapa hal lain yang mempengaruhi seperti penetapan target yang terlalu
tinggi (target penurunan angka kemiskinan daerah lebih tinggi dari pusat), kurang
optimalnya sinergitas program kegiatan untuk mendukung pencapaian beberapa target
serta keterbatasan anggaran untuk pelaksanaan beberapa program kegiatan yang
menjadi prioritas daerah. Oleh karenanya, Bappeda Provinsi NTB berupaya untuk
melakukan berbagai terobosan dalam perencanaan agar indikator kinerja daerah di
tahun mendatang dapat tercapai sesuai target. Terobosan tersebut antara lain dengan
menerapkan e-planning serta mengawal program kegiatan yang dilaksanakan oleh
masing-masing perangkat daerah dengan melakukan evaluasi setiap semester.
Sementara itu, dari sisi anggaran, Bappeda Provinsi NTB berupaya untuk mengajak
berbagai pihak untuk berpartisipasi dalam pembangunan di NTB melalui pelaksanaan
berbagai program kegiatan yang sumber dananya berasal dari APBN maupun pihak
swasta dan lembaga non pemerintah. Dari perbandingan capaian indikator kinerja
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daerah antara tahun 2017 dengan 2018 terjadi penurunan, hal ini disebabkan oleh
beberapa faktor antara lain data diperolen sampai dengan November 2018, ada
beberapa indikator kinerja daerah yang belum dapat disajikan karena menunggu rilis
resmi dari instansi terkait, serta dampak bencana gempa bumi di Pulau Lombok yang
terjadi pada bulan Agustus — September yang menyebabkan beberapa infrastruktur
dasar mengalami kerusakan parah dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi,
meningkatnya pengangguran terbuka serta rusaknya sarana prasarana air bersih dan
sanitasi. Adapun capaian indikator kinerja daerah yang ada dalam RPJMD Provinsi
NTB Tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut:
Tabel 3.6

Realisasi Capaian Indikator Kinerja Daerah
Dalam RPJMD Provinsi NTB Tahun 2013-2018

RPJMD 2013-2018 Kondisi
Indikator Kg (? ld:;5| Capaian };Irllf]ﬂ, a
Uraian 2014 2015 2016 2017 2018* 2018
Aspek Kesejahteraan Masyarakat
Penurunan Jumlah Konflik Target - - 37 32 27
. - 54 kasus — 27
Sosial (Revisi) Realisasi 43 39 23 21 7
Kematian Akibat Konflik Target 2 1 - -
dan Tindak Kekerasan 3 kasus -
Realisasi
(Lama)
Penanganan Pelanggaran Target 55 65 75 100 100
Eeraturan gazrah dan 45% 100
eraturan Gubernur Realisasi 100 100 100 100 100
Tingkat Partisipasi T 71 71 72 72 7
ingkat Partisipasi N 70,47% arget_ ,00 ,50 ,00 ,50 3 73,00
Masyarakat Dalam Politik Realisasi 78,50 73,43 NA 73,43 75,12
Tingkat Pengangguran Target 5,30 5,19 5,03 4,82 4,55
"9 ganged 5,38% Ll 4,55
Terbuka (TPT) Realisasi 5,75 5,69 3,94 3,32 3,72
Pertumbuhan Ekonomi (non Target 5,60-5,75 5,75-5,85 5,85-6,00 6,00-6,25 6,25-6,50
umbou H 5,61% il 6,256,50
tambang) Realisasi 6,15 5,62 571 71 -0,36
78,70 Target 79,40 80,20 80,90 81,70 82,50
Pola Pangan Harapan ; — 82,50
g P point Realisasi 79,90 81,30 817 82,00 82,80
Pengeluaran per Kapita 8.950 Target - - 9.352 9.464 9.578 9578
(Revisi) (Rp.000) Realisasi 8.987 9.241 9.877 9.877 '
Paritas Daya Beli 647.710 Target 673.898 681.893 689.000 - - 705.878
Masyarakat (Lama) (Rp) Realisasi '
L Target 16,25 15,25 14,25 13,25 12,25
Angka Kemiskinan 17,25% — 12,25
Realisasi 17,05 16,54 16,02 15,05 14,75
. . Target 8,30 8,40 8,50 11,5 13,50
Laju Investas 8,28% — 13,50
Ju nvestast ° Realisasi 26,81 60,53 71,00 13,95 912
Target 13,78 13,64 15,06 5,19 7,64
Pertumbuhan PAD 13,66% — 7,64
umod ° Realisasi 38,94 16,79 0,88 24,27 6,34
. . 1.357.602 Target 1.469.597 1.705.400 1.979.174 3.500.000 4.000.000
Kunjungan Wisatawan 4.000.000
Jung orang Realisasi 1.629.122 2.210.527 3.094.437 3.508.903 2.469.026
565.944 Target 595.020 697.363 817.310 1.750.000 2.000.000
- Mancanegara —— 2.000.000
orang Realisasi 752.306 1.149.235 1.404.328 1.430.249 1,069.629
791.658 Target 874,577 1.008.037 1.161.864 1.750.000 2.000.000
- Nusantara — 2.000.000
orang Realisasi 876.816 1.061.292 1.690.109 2.078.654 1.399.397
Cakupan penanganan 1,58% Target 1,58 1,82 2,00 2,20 2,42 2.42
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RPJMD 2013-2018

Kondisi

No. Indikator K;) gf;Si Capaian };"lli rlf’ a
Uraian 2014 2015 2016 2017 2018* 2018
Penyandang Masalah Realisasi 2,20 3,69 4,99 5,07 22,42
Kesejahteraan Sosial
(PMKS)
B. Aspek Pelayanan Umum
Tingkat Penyelesaian Aduan Target 100 100 100 100 100
13 . 100% — 100
Pelayanan Publik Realisasi 100 100 100 100 100
Jumlah Kunjungan yang Target 10.000 20.000 40.000 80.000 160.000
14 | Mengakses Layanan NTB 4.653 kali Realisasi 25.347 736.363 81404 881.774 175.327 160.000
Online
Jaringan Jalan Provinsi Target 68,92 72,67 72,90 75,39 83,65
151 Dalam Kondisi Mantap 67.56% Realisasi 68,99 72,37 72.10 77,16 83,62 83,65
. ey . Target 65,68 68,01 70,34 72,67 75
16 | Ratio Elekirifikasi 64.43% Realisasi 66,91 72,24 77,89 85,1 91,39 7500
17 | Cakupan Air Bersih
- Perkotaan % Target 82,18 83,53 84,87 86,22 87,56 8756
Realisasi 82,09 83,25 89,95 90,65 92,66 '
Target 75,12 75,57 78,50 80,18 81,87
- Perdesaan % Realisasi 74,80 78,50 78,47 80,45 82,49 8187
Penanganan Rumah Tidak 21471 Target . 1.000 1.000 1.008 1.073 1.119 1.119
18 . . Realisasi 1.000 800 1.008 1.081 1.599
Layak Huni unit
Target 73,00 74,00 76,00 78,00 80
19 | Cakupan Jamban Keluarga | 7215% |—p oros 74,02 75,06 79,38 82,67 79,24 80,00
C. Aspek Daya Saing
20 | Rata-Rata Lama Sekolah 6,54 Target - - - 6,87 6,95 6.95
Usia 25 Thn Keatas (Revisi) Tahun Realisasi 6,67 6,71 - 6,89 NA '
Rata-Rata Lama Sekolah 7,19 Target 7,26 7,33 7,40 - - 754
(Lama) Tahun Realisasi - - 7,59 '
Buta Huruf Penduduk Usia Target 13,86 12,77 11,77 10,85 10
21 1 15 Tahun Keatas 1504 % Realisasi 13,04 13,04 12,04 12,86 NA 10,00
. . 62,73 Target 64,50 65,25 65,90 66,60 67,7
22 | Usia Harapan Hidup Tahun Realisasi 64,90 65,38 NA 65,55 NA 67,70
. .. Target 17,00 16,50 16,00 15,5 15
23 | Prevalensi Kurang Gizi 18,27 % Realisasi 20,60 701 202 226 NA 15,00
” Rata-Rata Usia Kawin 20,52 Target 21,32 21,73 20,50 20,75 21 21.00
Pertama Perempuan Tahun Realisasi 19,94 20,32 20,15 20,27 NA '
Penerapan Pendidikan
25 Karakter dan Nilai Budaya 10% Target 20 40 50 65 & 75
Lokal pada Sekolah dan .
Madrasah Realisasi 20 40 100 100 100
26 Pranata Adat yang 10 Target 50 50 50 50 50 50
Terbentuk Lembaga Realisasi 54 53 93 50 62
Pendaftaran HAKI Karya
Seni Budaya Daerah
- Desain Industri 37 Produk Target 15 15 15 15 15 15
97 Realisasi 2 2 5 61 20
Target 20 20 20 20 20
- Merek 42 Produk - st 8 8 135 25 0 20
- Hak Cipta 18 Produk Target 15 15 15 15 15 15
Realisasi 1 0 29 30 20
Tingkat Keselarasan RKPD Target - - 95,00 95,00 100
78,58 % — 100
terhadap RPJIMD Realisasi 82,35 84,67 88,00 99,03 100
Dokumen Perencanaan dan
28 | Pertanggungjawaban ) Target 3 4 4 - -
Pelaksanaan Pembangunan -
s Dokumen
yang Berprestasi ditingkat Realisasi 5 2 2
Nasional
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RPJMD 2013-2018 Kondisi
No. Indikator Kggf?:s' Capaian ilrlli rI f’ a
Uraian 2014 2015 2016 2017 2018* 2018
Jumlah Penumpang
Angkutan Udara dan Laut
2.145.290 Target 2.451.000 2.843.000 3.298.000 3.476.000 3.626.000
29 | - Angkutan Udara orang Realisasi 5405605 | 2747664 | 3778787 | 4080124 | 3322108 | o 020000
- Anakutan Laut 125.794 Target 138.373 153.594 172.025 197.828 227.502 227502
ngkutan Lau orang Realisasi 162.828 801433 | 1071173 | 1.327.229 | 789.500 ‘
Indeks Kualitas Lingkungan Target 67,84 67,89 67,95
30 | Hidup (IKLH) (Revisi) 67,77 % Realisasi 69,39 66,42 69,05 69,05 NA 67,95
Kualitas Lingkungan Hidup
. Target 66,98 73,96 80,94 -
- A 60% Realisasi - - NA -
Target 99,54 99,55 99,57 -
- Udara 99,52% Realisasi - - 81,20 -
Target 94,04 94,50 94,97 -
- Tutupan Lahan 93,37% Realisasi - - NA - -
. . . . Target 354 375 396 417 438
31 | Mata Air Terlindungi 334 Titik Realisasi 352 382 14 55 557 438
Keterangan : * data sampai dengan November 2018.

Capaian indikator kinerja daerah pada Tabel 3.6 menunjukkan adanya
beberapa indikator kinerja daerah yang direvisi mengacu pada Peraturan Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas peraturan
Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013-2018. Revisi tersebut dilakukan untuk
keselarasan dokumen perencanaan nasional dengan daerah, penyesuaian target
pembangunan daerah, penyesuaian perubahan kewenangan pemerintah Provinsi NTB
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, serta penyesuaian terhadap strategi, kebijakan dan program
prioritas dari Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi NTB terkait dengan upaya
percepatan pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Provinsi NTB.

Program penunjang peningkatan kinerja untuk tercapainya target-target
perencanaan pembangunan daerah adalah Program Perencanaan Pembangunan Daerah
dengan Kegiatan Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, Kegiatan
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, serta Kegiatan Publikasi Perencanaan
Pembangunan Daerah yang pagu anggarannya sebesar Rp 943.112.000,- dengan
realisasi mencapai Rp 926.562.900,- atau 98,25%.
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4. Sasaran Strategis 4 : Peningkatan Pemanfaatan Dokumen Hasil Perencanaan
Pembangunan
Sasaran strategis peningkatan pemanfaatan dokumen hasil perencanaan

pembangunan diukur dengan indikator SKPD yang mempedomani dokumen

perencanaan. Hasil pengukuran kinerja dari indikator tersebut dapat dilihat pada tabel
berikut :

Tabel 3.7
Analisis Pencapaian Sasaran 4
Peningkatan Pemanfaatan Dokumen Hasil Perencanaan Pembangunan
dan Perbandingan Perjanjian Kinerja dengan Target Akhir Renstra

Tahun 2018
Perjanjian Kinerja Target Akhir
No Ir&?:\ﬁ}gr Sat. Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Renstra
Target (Real. | % |Target|Real.| % |[Target|Real.| % |[Targefl Real.| % ([TargetiReal.| % [TargetReal.| %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |11 |12 13 [14 |15 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
1. SKPD yang % 90 85 94,44 90 87 96,67 90 88 97,74 100 97 97 100 100 | 100 | 100 | 100 | 100
mempedomani
dokumen
perencanaan

Berdasarkan Tabel 3.7 diatas terlihat bahwa capaian indikator kinerja SKPD
yang mempedomani dokumen perencanaan sejak tahun 2014 hingga 2018 mengalami
peningkatan, walaupun capaian tersebut tidak mencapai target dan hanya pada tahun
2018 yang mencapai target. Capaian indikator kinerja tersebut di tahun 2018 sesuai
dengan target Renstra Bappeda Provinsi NTB Tahun 2013-2018. Hal ini dikarenakan
Bappeda Provinsi NTB berupaya agar pelaksanaan program kegiatan oleh perangkat
daerah lebih fokus dengan didukung oleh dokumen perencanaan dan pendanaan yang
memadai. Bappeda Provinsi NTB juga berupaya untuk menghasilkan dokumen
perencanaan yang menjadi acuan dan mendukung pelaksanaan program dan kegiatan
demi kelancaran

oleh perangkat daerah provinsi serta melakukan koordinasi

pelaksanaan program dan kegiatan. Dokumen-dokumen yang dihasilkan tersebut
antara lain :
a. Dokumen Perencanaan Bidang Perencanaan Wilayah dan Pembangunan

Infrastruktur (PWPI)

Dokumen perencanaan Bidang Perencanaan Wilayah dan Pembangunan
Infrastruktur yang dihasilkan antara lain : (1) Profil Infrastruktur Strategis berupa
database infrastruktur jalan dan irigasi yang menjadi kewenangan provinsi berbasis
sistem informasi geografis (SIG) dan didalamnya memuat informasi antara lain
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tentang panjang, kondisi dan tahun rehab yang menjadi dasar dalam perencanaan
pembangunan jalan dan saluran irigasi; (2) dokumen evaluasi DAK infrastruktur
yang memuat hasil pelaksanaan DAK di Provinsi NTB; (3) dokumen Profil Sosial
Ekonomi Teknis dan Kelembagaan (PSETK) untuk 7 (tujuh) daerah irigasi (DI)
kewenangan provinsi yaitu DI Gde Bongoh, Di Madapangga, DI Latonda Pekat, DI
Sambalia, DI Sakra, DI Renggung dan DI Sumi Sape yang seluruhnya digunakan
sebagai dasar pelaksanaan rehabilitasi jaringan irigasi; (4) Kajian isu strategis
lingkungan hidup, KLHS Perubahan Perda RTRW sebagai dasar dalam penyusunan
program kegiatan pembangunan yang berkelanjutan; (5) perubahan Perda tentang
RTRW Provinsi NTB; (6) dokumen percepatan pengembangan kawasan strategis
Samota yang menjadi dasar pengembangan kawasan Samota; (7) dokumen
pendukung Geopark Rinjani dan Geopark Tambora untuk persiapan pelaksanaan
APGN 2019; (8) dokumen Laporan Emisi Gas Rumah Kaca kaca yang meliputi
sektor pertanian, kehutanan, energi dan pengelolaan limbah; (9) dokumen PPMU
IPDMIP yang memuat pelaksanaan kegiatan IPDMIP seperti pelatihan TPM dan
kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan irigasi partisipatif; (10) rekomendasi
pemanfaatan ruang oleh BKPRD Provinsi.

Dokumen-dokumen tersebut dihasilkan dari serangkaian proses, kegiatan serta
koordinasi antara Bidang PWPI dengan perangkat daerah maupun pihak terkait
lainnya. Namun dalam penyusunan dokumen tersebut ada beberapa kendala dan
hambatan yang dihadapi seperti : (1) beberapa kabupaten/kota yang tidak
melaporkan perkembangan pelaksanaan DAK infrastruktur; (2) dokumen PSETK
untuk DI Madapangga dan DI Sumi Sape yang harus disesuaikan dengan format
baru; (3) tidak dilaksanakannya sosialisasi/kampanye penyadaran publik irigasi
yang disebabkan karena regulasi tentang sumber daya air dan irigasi di tingkat pusat
sedang direvisi; (4) dokumen KLHS RTRW Provinsi NTB yang masih
membutuhkan tahap validasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
(5) hasil kajian kelembagaan Samota belum ditindaklanjuti; (6) Pergub
Kelembagaan Geopark Rinjani belum ditandatangani Gubernur; serta (7) adanya
perubahan aturan terkait Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) yang
awalnya di Bappeda Provinsi NTB dipindahkan ke Dinas Pekerjaan Umum Provinsi
NTB sejak Februari 2018.
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Berbagai permasalahan tersebut diupayakan untuk segera diatas agar tidak
mengganggu kinerja Bappeda Provinsi NTB, khususnya Bidang PWPI. Adapun
upaya yang dilakukan untuk mengatasi hal tersebut adalah : (1) bersurat ke
kabupaten/kota untuk segera melaporkan hasil pelaksanaan DAK infrastruktur; (2)
penyesuaian format PSETK untuk DI Madapangga dan DI Sumi dengan
mengerahkan TPM yang bertugas di kedua DI tersebut; (3) menunggu hasil revisi
regulasi tentang sumber daya air dan irigasi dari pusat dan merencanakan untuk
mengadakan sosialisasi di tahun 2019; (4) melakukan koordinasi dengan
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk tahap validasi KLHS
RTRW; (5) rekomendasi kajian berupa kelembagaan KEK agar dimasukkan dalam
Perpres; (6) berkoordinasi dengan Biro Hukum dan ke Pusat untuk terbitnya
Perpres tentang Geopark; (7) kegiatan yang berkaitan dengan BKPRD Provinsi
NTB tetap dilaksanakan, termasuk untuk pemberian rekomendasi pemanfaatan
ruang dengan pembiayaan dari Bappeda Provinsi NTB. Sementara itu untuk
kegiatan yang berkaitan dengan sosialisasi percepatan Bandar Kayangan di
Kabupaten Lombok Utara tidak dapat dilaksanakan karena adanya bencana gempa

bumi.

SERTIFIKAT GEOPARK NASIONAL

s

GEOPARK TAMBORA

Gambar 3.5 Sertifikat Geopark Tambora Sebagai Geopark Nasional

Dokumen Perencanaan Bidang Pembangunan Ekonomi

Dokumen perencanaan Bidang Pembangunan Ekonomi yang dihasilkan antara lain :
(1) dokumen Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang meliputi
dokumen pelaksanaan kegiatan DBHCHT Provinsi NTB tahun 2014-2017,
dokumen pelaksanaan DBHCHT semester | TA. 2018, dan dokumen pelaksanaan
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rekonsiliasi DBHCHT, yang digunakan sebagai dasar perencanaan untuk kegiatan
yang dibiayai oleh dana DBHCHT di tahun selanjutnya; (2) dokumen laporan
Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika yang berisi dampak pembangunan
dan pengembangan KEK; (3) dokumen Rencana Aksi Daerah Sustainable
Development Goals (RAD SDGs) dan aplikasinya dimana dokumen RAD SDGs
yang disusun berisi database dan tahapan pencapaian target indikator oleh masing-
masing OPD yang harus diselaraskan dengan program dan kegiatannya; (4)
dokumen Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)
yang meliputi LP2KD Provinsi NTB, dokumen strategi penanggulangan
kemiskinan daerah Provinsi NTB tahun 2019-2023, dokumen pelaksanaan kegiatan
bimtek penajaman analisis belanja publik penanggulangan kemiskinan. Dokumen
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) berisi progres
pelaksanaan program pengentasan kemiskinan yang telah disepakati antara Wakil
Gubernur dengan Wakil Bupati/Walikota, yang terdiri dari 7 (tujuh) program yaitu
Pengembangan Bumdes, peningkatan jamban keluarga, pengembangan rumah layak
huni, pengembangan kelompok usaha bersama (KUBe), Kawasan Rumah Pangan
Lestari (KRPL), pengelolaan sampah untuk penanggulangan kemiskinan melalui
bank sampah serta peningkatan cakupan air bersih di pedesaan. Program kegiatan
tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menurunkan
angka kemiskinan di Provinsi NTB.

Dalam pelaksanaan kegiatan yang menjadi bahan untuk penyusunan dokumen
tersebut ditemui beberapa permasalahan, seperti : (1) keterlambatan beberapa
kabupaten/kota dan perangkat daerah provinsi dalam melaporkan perkembangan
pelaksanaan DBHCHT vyang berdampak pada keterlambatan transfer dana
DBHCHT,; (2) adanya format baru untuk pelaporan KEK dari Kemenko Ekonomi
sebagai Sekretariat KEK Pusat yang diserahkan pada bulan Desember 2018 yang
berisi dampak pembangunan dan pengembangan KEK, meliputi investasi (rencana
investasi, potensi investasi, komitmen investasi, realisasi investasi di KEK, realisasi
investasi di kabupaten/kota, realisasi investasi di luar kawasan), ekspor (net ekspor
produksi KEK, nilai substansi impor, devisa dari belanja wisatawan asing), output
kawasan (output kawasan industri, output kawasan pariwisata), dampak ekonomi
(pertumbuhan ekonomi daerah, kontribusi KEK terhadap PDRB), penyediaan
lapangan kerja (lapangan kerja di dalam kawasan, lapangan kerja di luar kawasan
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terkait langsung/tidak langsung dengan KEK), perkembangan daerah (peningkatan
PAD, peningkatan aksesibilitas dan infrastruktur permukiman di wilayah sekitar
KEK), peningkatan kesejahteraan masyarakat (pendapatan masyarakat, peningkatan
produktivitas dan pemberdayaan masyarakat), pengembangan UMKM dan koperasi
(UMKM dan koperasi di dalam kawasan, UMKM/koperasi yang berhubungan
dengan pelaku usaha dalam kawasan, pertumbuhan UMKM/koperasi terdampak
kawasan), meningkatnya kemampuan daya saing usaha (produk/jasa yang bersaing
di pasar global, peningkatan ekspor dan/atau substitusi impor sebagai market leader
di regional), hilirisasi industri (hilirisasi komoditaas dan pemanfaatan sumber daya
setempat atau pendalaman mata rantai industri), peningkatan penguasaan teknologi
(meningkatnya kapasitas dan penguasaan teknologi nasional); (3) data untuk RAD
SDGs masih menggunakan rancangan awal RPJMD Provinsi NTB 2018-2023 serta
belum diselaraskan dengan SDGs kabupaten/kota karena keterbatasan waktu; (4)
Basis Data Terpadu (BDT) yang digunakan untuk menyusun program
penanggulangan kemiskinan menggunakan data tahun 2015 sehingga berdampak
terhadap penentuan capaian program dan kegiatan, dan berdasarkan hasil evaluasi
dari 7 (tujuh) program pengentasan kemiskinan yang telah ditetapkan ada 2
kegiatan yang tidak dilaksanakan yaitu program pengembangan Bumdes dan
jamban keluarga karena kurangnya koordinasi dengan perangkat daerah terkait.
Selain itu dalam penyusunan LP2KD menggunakan data BPS, namun ada beberapa
data yang tidak tersedian dan belum diupdate. Untuk mengatasi berbagai
permasalahan tersebut, Bappeda Provinsi NTB telah mengambil langkah-langkah
sebagai berikut : (1) melaksanakan sosialisasi peraturan terkait DBHCHT serta
bersurat kepada kabupaten/kota dan perangkat daerah yang terlambat mengirimkan
laporan; (2) melaporkan perkembangan KEK kepada Sekretariat GEN Pusat dengan
menggunakan format yang lama dan untuk tahun 2019 direncanakan kegiatan untuk
mengumpulkan data dan informasi terkait KEK sesuai dengan format pelaporan
yang baru; (3) RAD SDGs yang telah ada akan direvisi di tahun 2019 sesuai dengan
indikator yang ada dalam RPJMD Provinsi NTB 018-2023 serta melakukan
penyelarasan dengan Renstra perangkat daerah dan SDGs kabupaten/kota; (4) agar
program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan mencapai sasaran Yyang
ditetapkan maka basis data yang digunakan tidak hanya BDT tetapi juga data
Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) dan untuk data pada pelaporan LP2KD
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yang tidak ada di BPS menggunakan data perangkat daerah terkait. Sementara itu,
untuk program pengentasan kemiskinan yang tidak terlaksanan di tahun 2018 maka
pada tahun 2019 Bappeda Provinsi NTB akan meningkatkan koordinasi dengan
perangkat daerah terkait agar semua program pengentasan kemiskinan tersebut
dapat terlaksana.

Dokumen Perencanaan Bidang Pembangunan Sosial Budaya

Dokumen perencanaan Bidang Pembangunan Sosial Budaya yang dihasilkan antara
lain: (1) laporan pelaksanaan Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
(AD PPK); (2) Perda Bale Mediasi yang bertujuan untuk memfasilitasi
penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan kearifan lokal dalam bentuk
mediasi di masyarakat; (3) laporan RAN HAM; (4) laporan evaluasi perencanaan
dan pelaksanaan kegiatan pendidikan menengah yang bertujuan untuk
menyelaraskan program prioritas nasional dan daerah bidang pendidikan; (5)
laporan pelaksanaan rakor, seperti rakor program/kegiatan kementerian urusan
pemerintahan dan politik, rakor penyelarasan program prioritas nasional dan daerah
di bidang pendidikan dan kebudayaan, rakor penyelarasan program prioritas
nasional dan daerah di bidang kesehatan, lokakarya dalam rangka percepatan
penurunan prevalensi kurang gizi, workshop pembelajaran dalam rangka percepatan
Open Defecation Free (ODF), rakor lintas pelaku niaga garam dengan GAKY,
rakor sinergitas kebutuhan pelatihan keterampilan (dunia usaha, LPK, dunia
pendidikan), rakor sinergitas pemberdayaan buruh migran, rakor sinergitas
ketahanan keluarga, dan rakor sinergitas potensi kesejahteraan sosial; (6) dokumen
RAD Pangan dan Gizi Provinsi NTB tahun 2018-2023 yang berisi; (7) dokumen
evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH); (8) dokumen advokasi percepatan
target RPJMD (pendewasaan usia perkawinan dan pengentasan kemiskinan); (9)
dokumen pelaksanaan kegiatan Generasi Emas NTB (GEN) yang bertujuan untuk
membangun generasi muda NTB yang sehat fisik, mental spiritual dan terbebas dari
penyalahgunaan narkoba melalui dukungan tumbuh kembang anak yang optimal
secara aktif dengan membantu petugas kesehatan dan tenaga pendidik menyediakan
semua layanan yang dibutuhkan dari awal kehamilan sampai kelahiran hingga usia
anak memasuki umur 5 tahun.

Sebagaimana bidang lainnya yang ada di Bappeda Provinsi NTB, dalam

pelaksanaan kegiatan yang menjadi bahan dalam penyusunan dokumen oleh Bidang
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Sosial Budaya ada beberapa permasalahan yang dihadapi, seperti : (1) tidak
mencukupinya anggaran untuk sosialisasi Perda Bale Mediasi; (2) kesulitan
mendapatkan data RAN HAM dari perangkat daerah yang akan diinput dalam
website Kantor Staf Presiden; (3) RAD Pangan dan Gizi Provinsi NTB tahun 2018-
2023 masih dalam bentuk draft karena masih menggunakan rancangan awal
RPJMD Provinsi NTB 2018-2023 sebagai data awal serta data yang ada belum
dimutakhirkan dengan data maupun aturan terbaru; (4) belum optimalnya
koordinasi dengan Bappeda Kabupaten/Kota terkait dukungan berupa alokasi
anggaran untuk pelaksanaan kegiatan GEN oleh perangkat daerah kabupaten/kota.
Adapun langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi permasalah tersebut
adalah: (1) merubah beberapa sub kegiatan pada saat anggaran perubahan agar
dapat melaksanakan sosialisasi Perda Bale Mediasi; (2) berkoordinasi dengan
inspektorat selaku perangkat daerah terkait agar segera menyampaikan data RAN
HAM; (3) pemutakhiran draft RAD Pangaan dan Gizi Provinsi NTB sesuai dengan
RPJMD Provinsi NTB 2018-2023 dan data dari perangkat daerah serta
menyesuaikan indikator kinerjanya dengan Permen PPN/Kepala BAPPENAS
Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Pangan dan Gizi; (4) meningkatkan
konsolidasi dengan Bappeda Kabupaten/Kota untuk terus melakukan advokasi
terkait GEN.

Dokumen Perencanaan Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian
Perencanaan

Dokumen yang dihasilkan oleh Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian
Perencanaan antara lain draft RPJMD Provinsi NTB Tahun 208-2023, dokumen
evaluasi program prioritas RPJMD Provinsi NTB Semester | dan I, dokumen
evaluasi triwulanan APBN, dokumen sinkronisasi program kegiatan APBN
(dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama) dengan program kegiatan
APBD, dokumen evaluasi RKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota, dokumen KUA
PPAS, dokumen LKPJ Gubernur dan dokumen sinkronisasi RPJIMD Provinsi NTB
dengan RPJMD Kabupaten/Kota. Seluruh dokumen tersebut dihasilkan oleh Bidang
Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Perencanaan setiap tahun, termasuk
progress pelaksanaannya yang digunakan sebagai dasar dalam penyusunan program
dan kegiatan di tahun berikutnya, kecuali untuk RPJMD yang disusun setiap lima

tahun setelah terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur. Dalam penyusunan
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dokumen tersebut, beberapa hambatan yang dihadapi antara lain : (1) penetapan
indikator dalam RPJMD Provinsi NTB Tahun 2018-2023 membutuhkan dukungan
data, namun tidak semua data yang dibutuhkan tersedia; (2) berdasarkan hasil
evaluasi capaian kinerja 31 indikator dalam RPJMD Provinsi NTB Tahun 2013-
2018 masih ada beberapa data yang belum tersedia. Langkah-langkah yang diambil
untuk mengatasi permaasalahan tersebut adalah : (1) berkoordinasi dengan BPS
Provinsi NTB terkait ketersediaan data yang dibutuhkan dalam penyusunan RPJMD
Provinsi NTB Tahun 2018-2023; (2) berkoordinasi dengan Kementerian PAN RB
terkait dengan beberapa indikator kinerja dalam RPJMD Provinsi NTB Tahun
2018-2023; (3) untuk data yang belum ada terkait capaian kinerja 31 indikator
dalam RPJMD Provinsi NTB Tahun 2013-2018 akan diperbarui pada saat
penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur tahun 2019.
Dokumen Bidang Penelitian dan Pengembangan

Bidang Penelitian dan Pengembangan menghasilkan dokumen yang sifatnya
mendukung bidang-bidang lainnya di Bappeda Provinsi NTB serta sebagai bahan
dalam penyusunan program dan kegiatan tahun berikutnya. Adapun dokumen yang
dihasilkan adalah : (1) Analisis Potensi Ekonomi Geosite Tambora; (2) Kajian
Modal Sosial Dalam Penanggulangan Kemiskinan Menuju Kesiapan Masyarakat
Sebagai Upaya Pembentukan Geopark Tambora di Desa Pancasila; (3) Kajian
Pengembangan Potensi Sumber Daya Alam di Desa Kilo; (4) Model Pengembangan
Komoditi Hortikultura Untuk Mendukung Wisata Halal Geopark Rinjani: (5)
Penyusunan Masterplan Mandalika Beef Untuk Menunjang Gading Sehat dan
Berkualitas Dalam Pengembangan KEK Mandalika; (6) Analisis Budaya dan
Gender Pada Pernikahan Dini dan Kematian Bayi di Lombok NTB; (7) Identifikasi
Faktor Penghambat dan Pendukung Pelaksanaan Universal Health Coverage di
Lombok NTB; (8) Model dan Sentra Pengembangan Komoditi Hortikultura dan
Tanaman Bunga Untuk Mendukung Pariwisata Halal di NTB; (9) Model
Pengelolaan Sampah Terintegrasi Untuk Perbaikan Kualitas Lingkungan Kota dan
Pengembangan Energi Terbarukan; (10) Peran dan Persepsi Tokoh Agama dan
Adat Dalam Mewujudkan NTB Sebagai Destinasi Wisata Halal; (11) Peranan dan
Kesertaan Masyarakat Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekowisata Pantai di NTB,;
(12) Efektivitas Alokasi Dana Desa dan Dampaknya Terhadap Kemiskinan di

Provinsi NTB; (13) Pengembangan Model Desa Wisata Berbasis Komunitas di
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NTB; (14) Kajian Model Pengembangan Ekonomi Pesantren di Pulau Lombok
NTB; (15) Kajian Pemberdayaan Ekonomi Lingkar Geopark Rinjani; (16) Kajian
Karakteristik Geologi dan Pengembangan Potensi Geodiversity di Kawasan
Geopark Rinjani; (17) Masterplan Geosite Tambora; (18) Kajian Pengembangan
Culture Divercity di Tambora; (19) Kajian Geo Homestay Tambora; (20) Kajian
Kelembagaan Kawasan Agro Eduwisata Banyumulek; (20) Buku Melawan
kemiskinan Dari Desa. Dokumen-dokumen yang dihasilkan tersebut merupakan
hasil kajian yang mana dalam proses penyusunannya berkoordinasi dengan Dewan
Riset Daerah dengan tujuan menjaga kualitas dokumen yang dihaasilkan, sehingga

dapat dimanfaatkan untuk bahan perencanaan pembangunan di Provinsi NTB.

_— Program

> | ® geospasialbappedantbprov.g
7o  GEOPORTAL
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

penunjang  peningkatan
Kinerja untuk peningkatan
pemanfaatan ~ dokumen
hasil perencanaan adalah:

(1) Program Perencanaan

NTB Pembangunan  Ekonomi

ww————— dengan kegiatan

Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai dan DBHCHT, Penyusunan Perencanaan
Pembangunan Bidang Investasi dan Keuangan, Penyusunan Perencanaan Pembangunan
Bidang Perindustrian, Perdagangan dan Pariwisata, Penyusunan Perencanaan Bidang
Pangan dan Pertanian; (2) Program Perencanaan Sosial dan Budaya dengan kegiatan
Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan, Perencanaan Pembangunan Sosial
Bidang Kesra, Penguatan Lembaga Mediasi, Evaluasi Aksi Daerah Pemberantasan
Korupsi, Perencanaan Pembangunan Sosial Bidang Pendidikan dan Kesehatan; (3)
Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam dengan kegiatan
Penyusunan Masterplan Pengendalian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup,
Perencanaan Pembangunan Bidang Prasarana Wilayah, Sinkronisasi dan Pengendalian
Pengelolaan Irigasi Partisipatif, Pemantapan Zonasi Ruang Laut dengan RTRW
Provinsi NTB; (4) Program Perencanaan Tata Ruang dengan kegiatan Penyusunan
Rencana Wilayah, Peningkatan Peran Serta BKPRD Dalam Perencanaan Pembangunan
Wilayah; (5) Program Pengembangan Data/Informasi dengan kegiatan Penyusunan
Data Spasial; (6) Program Penelitian dan Pengembangan dengan kegiatan Penelitian
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dan Pengembangan Ekonomi dan Wilayah, Penelitian dan Pengembangan Sosial
Budaya, Penelitian dan Pengembangan Informasi Geospasial, Peningkatan Peran serta
Dewan Riset Daerah Dalam Perencanaan Pembangunan; (7) Program Peningkatan
Pelayanan Penelitian dengan kegiatan Publikasi Penelitian Unggulan, Kerjasama
Penelitian. Pagu anggaran untuk semua program Kkegiatan diatas adalah Rp
22.009.026.100,- dengan realisasi mencapai Rp20.119.542.861,- atau 74,36%.

5. Sasaran Strategis 5 : Meningkatnya Akuntabilitas Bappeda

Sasaran strategis meningkatnya akuntabilitas Bappeda diukur dengan
indikator kinerja nilai evaluasi AKIP dengan target B. Hasil pengukuran kinerja dari
indikator tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.8
Analisis Pencapaian Sasaran 5
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja
dan Perbandingan Perjanjian Kinerja dengan Target Akhir Renstra

Tahun 2018
Perjanjian Kinerja Target Akhir
No 'r}‘(‘::ﬁjgr Sat.|  Tahun2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Renstra

Target |[Real. | % (Target|Real.| % ([Target|Real.| % ([Target Real.| % ([TargetiReal.| % [Target

Real.

%

Nilai evaluasi poin

AKIP

2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 12 13 | 14 15 16 17 18 19
E - - B - - R - B | BB | 150 | B | * R

20

21

Keterangan : * belum ada hasil penilaian

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa indikator kinerja AKIP menjadi
bagian dari perjanjian kinerja mulai tahun 2017 dan dilanjutkan kembali di tahun 2018,
walaupun tidak menjadi bagian dalam Renstra Bappeda Provinsi NTB Tahun 2013-
2018. Hal ini dilakukan karena Bappeda Provinsi NTB menyadari pentingnya nilai
evaluasi AKIP sebagai bahan evaluasi dalam penyelenggaraan SAKIP di Bappeda,
yang meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran Kinerja, pengelolaan
data kinerja, pelaporan kinerja serta reviu dan evaluasi kinerja sebagaimana yang
diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah. Sementara itu, berdasarkan hasil penilaian kinerja
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perangkat daerah yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi NTB, Bappeda Provinsi
NTB mendapat nilai BB di tahun 2017, sementara untuk tahun 2018 hasilnya belum
keluar, namun upaya untuk terus memperbaiki akuntabilitas kinerja dilakukan oleh
Bappeda Provinsi NTB. Upaya yang dilakukan antara lain menyelesaikan dokumen
LAKIP/LKjIP tepat waktu sesuai dengan kaidah pedoman yang berlaku, serta
pembuatan aplikasi yang memudahkan dalam membantu pengukuran kinerja sebagai
dasar pemberian tunjangan kinerja. Aplikasi yang dimaksud bernama Sistem Informasi
Manajemen Bappeda (Simbada) yang kedepannya diharapkan dapat digunakan untuk
mengukur Kinerja pegawai.

Program penunjang peningkatan kinerja untuk meningkatkan akuntabilitas
Bappeda adalah Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Kegiatan
Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah yang pagu anggarannya sebesar
Rp70.025.000,- dengan realisasi mencapai Rp 68.644.000,- atau 98,03%.

6. Sasaran Strategis 6 : Meningkatnya Kinerja Pelayanan Bappeda

Sasaran strategis keenam dalam perjanjian kinerja yaitu meningkatnya kinerja
pelayanan Bapepda dengan indikator kinerja indeks kepuasan masyarakat (IKM) yang
realisasinya sebesar 100% dari targer 75%. Hasil pengukuran Kkinerja dari indikator
tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.9
Analisis Pencapaian Sasaran 6
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Bappeda
dan Perbandingan Perjanjian Kinerja dengan Target Akhir Renstra

Tahun 2018
Perjanjian Kinerja Target Akhir
"&?Lﬁ}ir Sat. Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Renstra

Target ([Real. | % |Target|Real.| % |[Target|Real.| % ([Targetl Real.| % ([TargetiReal.| % [TargetReal.| %

2 3 4 5 6 7 8 9 10 |11 |12 13 |14 15 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21

Indeks Kepuasan % 75 100 | 133,33
Masyarakat
(IKM)

Tabel 3.9 menunjukkan bahwa indikator untuk indeks kepuasan masyarakat
(IKM) hanya ada pada perjanjian kinerja tahun 2018. Hal ini sesuai dengan masukan
dari Inspektorat Provinsi NTB, dimana di tahun sebelumnya indikator kinerja yang
digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan Bappeda adalah lamanya ijin penelitian.

Untuk mengukur indikator kinerja berupa indeks kepuasan masyarakat (IKM) Bappeda
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Provinsi NTB memberikan kuisioner kepada pengunjung yang datang untuk mengurus
ijin penelitian. Kuisioner tersebut berisi tanggapan pengunjung mengenai mekanisme
pelayanan informasi puiblik di PPID, kebersihan ruangan, ketepatan waktu dalam
memberikan pelayanan informasi publik, petugas pelayanan PPID dan kesesuaian
informasi yang diberikan. Berdasarkan hasil inventaris yang dilakukan dari 109
responden yang memberikan tanggapan semuanya memberikan respon yang
menyatakan kepuasan atas pelayanan yang diberikan dengan rincian sebagai berikut :
(1) 53 orang responden menyatakan puas atas mekanisme pelayanan informasi puiblik
di PPID, sementara 56 orang menyatakan sangat puas; (2) 41 orang responden
menyatakan puas atas kebersihan ruangan, sementara 668 orang menyatakan sangat
puas; (3) 53 orang responden menyatakan puas atas ketepatan waktu dalam pemberian
informasi publik, sementara 56 orang menyatakan sangat puas; (4) 34 orang responden
menyatakan puas atas petugas pelayanan PPID, sementara 75 orang menyatakan sangat
puas; (5) 45 orang responden menyatakan puas atas keseuaian informasi yang
diberikan, sementara 64 orang menyatakan sangat puas. Dengan kinerja yang sudah
baik tersebut, diharapkan Bappeda Provinsi NTB dapat mempertahankan bahkan
meningkatkan lagi di tahun selanjutnya.

Program penunjang peningkatan Kkinerja untuk meningkatnya Kinerja
pelayanan Bappeda adalah Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan
Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah yang pagu anggarannya
sebesar Rp113.518.600,- dengan realisasi mencapai Rp 105.538.400,- atau 92,97%.

C. Akuntabilitas Keuangan

Selama tahun 2018 untuk pelaksanaan 8 program strategis dengan 37 kegiatan
dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai oleh Bappeda Provinsi NTB
dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018 telah dianggarkan dana APBD sebesar
Rp21.993.861.396,- dan anggaran tersebut mengalami peningkatan pada saat perubahan
anggaran menjadi Rp.28.339.931.596,- yang diakibatkan oleh bertambahnya volume
beberapa kegiatan. Realisasi keuangan untuk 8 program strategis dengan 37 kegiatan
tersebut sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp 25,953,734,829,-. Adapun
rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja
dalam Perjanjian Kinerja Bappeda Provinsi NTB pada tahun 2018 dapat dilihat pada
tabel berikut ini :
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Pagu dan Realisasi Anggaran Bappeda Provinsi NTB

Tabel 3.10

Tahun 2018
Kegiatan Anggaran 2018 Anggaran 2018 Realisasi Sisa Anggaran
Murni Perubahan (Rp)
(Rp) (Rp) Keuangan % Fisik
(%)
Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah
Pengembangan 525,493,500.00 525,493,500.00 391,928,503.00 | 74.58 100 133,564,997.00
partisipasi masyarakat
dalam perumusan
program dan
kebijakan layanan
publik
Penyelenggaraan 1,088,596,296.00 | 1,088,596,296.00 | 1,062,457,630.00 | 97.60 100 26,138,666.00
musrenbang RKPD
Pengumpulan, 467,756,100.00 534,356,100.00 480,506,399.00 | 89.92 100 53,849,701.00
updating, dan analisis
data informasi capaian
target kinerja program
dan kegiatan
Jumlah Sasaran 2,081,845,896.00 | 2,148,445,896.00 | 1,934,892,532.00 | 90.06 100 213,553,364.00
Strategis 1
Sasaran Strategis 2 : Terwujudnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah
Penyusunan 838,380,000.00 | 1,096,519,000.00 | 1,053,574,431.00 | 96.08 100 42,944,569.00
Rancangan RPJMD
Penyusunan 486,180,000.00 486,180,000.00 483,187,300.00 | 99.38 100 2,992,700.00
rancangan RKPD
Evaluasi Dokumen 195,780,000.00 265,185,000.00 241,823,815.00 | 91.19 100 23,361,185.00
Perencanaan
Penyelarasan 90,228,000.00 90,228,000.00 81,876,000.00 | 90.74 100 8,352,000.00
Dokumen RPJMD
Provinsi NTB
Penyusunan 221,090,000.00 221,090,000.00 220,459,000.00 | 99.71 100 631,000.00
rancangan KUA dan
PPAS
Penyusunan Dokumen 183,625,000.00 260,996,000.00 220,395,900.00 | 84.44 100
Perencanaan 40,600,100.00
Pengembangan Sistem 458,106,000.00 635,606,000.00 497,237,690.00 | 78.23 100 138,368,310.00
Informasi
Perencanaan
Pembangunan Daerah
Jumlah Sasaran 2,473,389,000.00 | 1,117,692,000.00 938,092,590.00 | 91.40 100 179,599,410.00
Strategis 2
Sasaran Strategis 3 : Tercapainya target-target perencanaan pembangunan daerah
Penyusunan laporan 418,470,000.00 410,248,300.00 410,143,300.00 | 99.97 100 105,000.00
Keterangan
Pertanggung Jawaban
(LKPJ)
Monitoring, evaluasi 411,342,000.00 419,563,700.00 404,705,100.00 | 96.46 100 14,858,600.00
dan pelaporan
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Kegiatan

Anggaran 2018
Murni

(Rp)

Anggaran 2018
Perubahan

(Rp)

Realisasi

Keuangan

%

Fisik
(%0)

Sisa Anggaran
(Rp)

Publikasi Perencanaan
Pembangunan Daerah

113,300,000.00

113,300,000.00

111,714,500.00

98.60

100

1,585,500.00

Jumlah Sasaran
Strategis 3

943,112,000.00

943,112,000.00

926,562,900.00

98.34

100

16,549,100.00

Sasaran Strategis 4 : Peningkatan pemanfaatan dokumen hasil p

erencanaan pembangunan

Sosialisasi Ketentuan
di Bidang Cukai dan
DBHCHT

1,127,150,000.00

1,127,150,000.00

1,054,638,878.00

93.57

100

72,511,122.00

Penyusunan
perencanaan
pembangunan bidang
investasi dan
keuangan

399,000,000.00

589,324,000.00

517,717,015.00

87.85

100

71,606,985.00

Penyusunan
perencanaan
pembangunan bidang
perindustrian,
perdagangan dan
pariwisata

312,185,000.00

312,185,000.00

310,706,195.00

99.53

100

1,478,805.00

Penyusunan
perencanaan bidang
pangan dan pertanian

889,495,200.00

889,495,200.00

873,449,318.00

98.20

100

16,045,882.00

Perencanaan
Pembangunan Bidang
Pemerintahan

142,459,700.00

164,487,600.00

161,196,722.00

98.00

100

3,290,878.00

Perencanaan
Pembangunan Sosial
Bidang Kesra

877,112,000.00

877,112,000.00

869,772,835.00

99.16

100

7,339,165.00

Penguatan Lembaga
Mediasi

353,148,300.00

415,022,500.00

393,338,000.00

94.78

100

21,684,500.00

Evaluasi Aksi Daerah
Pemberantasan
Korupsi

161,409,200.00

88,507,100.00

81,153,550.00

91.69

100

7,353,550.00

Perencanaan
Pembangunan Sosial
Bidang Pendidikan
dan Kesehatan

2,710,476,600.00

2,740,476,600.00

2,640,334,163.00

96.35

100

100,142,437.00

Penyusunan
masterplan
pengendalian sumber
daya alam dan
lingkungan hidup

1,938,024,000.00

2,769,042,000.00

2,644,117,391.00

95.49

100

124,924,609.00

Perencanaan
Pembangunan Bidang
Prasarana Wilayah

872,238,500.00

947,238,500.00

602,188,650.00

63.57

100

345,049,850.00

Sinkronisasi dan
Pengendalian
Pengelolaan Irigasi
Partisipatif

459,682,800.00

2,170,625,000.00

1,822,363,816.00

83.96

100

348,261,184.00

Pemantapan Zonasi
Ruang Laut dengan
RTRW Provinsi NTB

575,478,000.00

592,178,000.00

550,816,800.00

93.02

100

41,361,200.00
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Kegiatan Anggaran 2018 Anggaran 2018 Realisasi Sisa Anggaran
Murni Perubahan (Rp)
(Rp) (Rp) Keuangan % Fisik
(%)

Penyusunan Rencana 988,288,100.00 | 1,085,338,100.00 | 1,003,968,179.00 | 92.50 100 81,369,921.00
Wilayah
Peningkatan Peran 876,294,500.00 916,744,500.00 710,143,815.00 | 77.46 100 206,600,685.00
Serta BKPRD dalam
Perencanaan
Pembangunan
Wilayah
Penyusunan Data 254,145,000.00 254,145,000.00 245,691,144.00 | 96.67 100 8,453,856.00
Spasial
Penelitian dan 1,037,698,500.00 | 1,108,738,200.00 | 1,068,182,800.00 | 96.34 100 40,555,400.00
pengembangan
ekonomi dan wilayah
Penelitian dan 535,672,000.00 535,672,000.00 519,219,800.00 | 96.93 100 16,452,200.00
pengembangan sosial
budaya
Penelitian dan 398,707,500.00 398,707,500.00 305,245,600.00 | 76.56 98.50 93,461,900.00
pengembangan
informasi geospasial
Peningkatan peran 471,961,000.00 471,961,000.00 440,342,700.00 | 93.30 100 31,618,300.00
serta dewan riset
daerah dalam
perencanaan
pembangunan
Publikasi Penelitian 723,500,000.00 | 3,365,055,300.00 | 3,163,813,790.00 | 94.02 100 201,241,510.00
Unggulan
Kerjasama Penelitian 207,845,000.00 189,821,000.00 141,141,700.00 | 74.36 100 48,679,300.00
Jumlah Sasaran 16,311,970,900.00 | 22,009,026,100.00 | 20,119,542,861.00 | 90.61 100 | 1,889,483,239.00
Strategis 4
Sasaran Strategis 5 : Meningkatnya akuntabilitas Bappeda
Penyusunan Laporan 70,025,000.00 70,025,000.00 68,644,000.00 | 98.03 100 1,381,000.00
Kinerja Pemerintah
Daerah
Jumlah Sasaran 70,025,000.00 70,025,000.00 68,644,000.00 | 98.03 100 1,381,000.00
Strategis 5
Sasaran Strategis 6 : Meningkatnya kinerja pelayanan Bappeda
Pelayanan ljin 113,518,600.00 113,518,600.00 105,538,400.00 | 92.97 100 7,980,200.00
Penelitian

JUMLAH 21,993,861,396.00 | 28,339,931,596.00 | 25,953,734,829.00 | 91.58 99.98 | 2,386,196,767.00
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BAB IV
PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Provinsi
NTB Tahun 2018 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan
pemerintah yang baik (Good Governance) Bappeda Provinsi NTB Tahun 2018.
Pembuatan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan
Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP), sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik
sebagaimana diharapkan oleh semua pihak. LKjIP Bappeda Provinsi NTB Tahun 2018
ini dapat menggambarkan kinerja Bappeda Provinsi NTB dan evaluasi terhadap kinerja
yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun Kkinerja sasaran, juga
dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Pada tahun 2018 Bappeda Provinsi NTB menetapkan 3 (tiga) sasaran dengan
5 (lima) indikator kinerja dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) serta 6 (enam) sasaran
strategis dengan 8 (delapan) indikator kinerja dalam Perjanjian Kinerja (PK).
Berdasarkan hasil evaluasi terhadap capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun
2018 menunjukkan bahwa dari 5 (lima) indikator yang ada, 4 (empat) diantaranya
mencapai target dan 1 (satu) indikator lainnya masih belum mencapai target yang
ditetapkan. Sementara untuk Perjanjian Kinerja (PK) dari 8 (delapan) indikator kinerja
ada 7 (tujuh) indikator yang mencapai target dan 1 (satu) indikator yang masih belum
mencapai target. Bappeda Provinsi NTB telah melakukan berbagai upaya untuk
memperbaiki capaian kinerja di masa yang akan datang, diantaranya dengan
menerapkan aplikasi e-planning untuk menjaga konsistensi dan keselarasan dokumen
perencanaan mulai dari RPJMD sampai KUA PPAS. Penerapan aplikasi e-planning ini
juga dimaksudkan untuk lebih memfokuskan program kegiatan agar lebih tepat sasaran
dalam pencapaian indikator kinerja daerah. Inovasi lainnya yang dilakukan oleh
Bappeda adalah dengan membuat aplikasi Sistem Informasi Manajemen Bappeda
(Simbada) untuk mengukur kinerja pegawai Bappeda sebagai dasar untuk pemberian
tunjangan dan tahun 2018 masih dalam tahap uji coba. Selain dua inovasi yang telah
disebutkan diatas, Bappeda Provinsi NTB juga telah membuat geoportal khusus peta

untuk menunjang salah satu program inovasi Bappeda yaitu NTB Satu Peta. dengan
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mengakses geoportal tersebut, pengguna dapat memanfaatkan peta-peta yang ada untuk
keperluan perencanaan pembangunan maupun keperluan lainnya.

Pada tahun anggaran 2018 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada
Bappeda Provinsi NTB dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dalam
Perjanjian Kinerja (PK) dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) Provinsi NTB DPA Perubahan Bappeda Provinsi NTB Tahun Anggaran 2018
sebesar Rp28.339.931.596,- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp.
25.953.734.829,- atau dengan serapan dana mencapai 91,58%.

Berdasarkan pengukuran Kkinerja yang dilakukan, secara umum sudah
mendekati sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Walaupun demikian, capaian
kinerja tersebut tidak berarti sudah sempurna sehingga upaya peningkatan kualitas

perencanaan, pelaporan dan kualitas pembangunan harus tetap ditingkatkan.
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LAMPIRAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA



LAMPIRAN
RENCANA KINERJA TAHUNAN



LAMPIRAN
PERJANJIAN KINERJA



LAMPIRAN
RENCANA AKSI



LAMPIRAN

PENGUKURAN DAN PENCAPAIAN
KINERJA

RENCANA STRATEGIS



Capaian Indikator Kinerja Sasaran Bappeda Provinsi NTB
Tahun 2013-2018

. Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018
Indikator
No Sasaran Sasaran Sat.
Target |Real. % | Target | Real. % |Target| Real.| % (Target| Real.| % |[Target|Real.| %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Misi 1 Meningkatkan Kompetensi dan Profesionalitas Aparatur
1. Terwujudnya Rata — rata Jam 17 17 100 17 17 100 17 17 100 17 17 100 17 17 100
pengelolaan waktu
naskah yang baik tindak
lanjut surat
menyurat
2. Terwujudnya Persentase % 100 100 | 100 100 100 100 | 100 | 100 100 100 | 100 100 100 | 100 | 100
layanan sarana layanan
prasarana kantor sarana
prasarana
kantor
3. Tersedianya Peralatan % 100 100 | 100 100 100 100 | 100 | 100 100 100 | 100 100 100 | 100 | 100
kuantitas dan kantor
kualitas sarana yang
prasarana yang terpelihara
memadai
4. Tersedianya Persentase % 60 60 100 70 70 100 80 82 |[1025 90 90 100 100 | 100 | 100
aparat yang aparat
mumpuni dan yang telah
berbudi pekerti mengikuti
luhur pelatihan
5. Terwujudnya Persentase % 92 81,96 |89,09 | 925 | 88,72 | 9591| 93 |954 [102,65 | 93. |91,44 | 97,80 | 94 |92,88| 9881
layanan keuangan penyerapan 7 5
yang cepat, anggaran
transparan dan
laporan keuangan
yang bertanggung
jawab
6. Meningkatnya Jumlah Jum 210 211 |100,48 | 220 267 |121,36| 230 374 (162,61 | 240 310 (129,17 | 250 | 786 | 314,4
partisipasi masukan lah
masyarakat dalam program/ usul
perencanaan kegiatan an
pembangunan yang
daerah diusulkan
oleh
masyarakat
Jumlah Jum 80 85 [106,25| 85 107 |125,88| 90 136 (151,11 | 96 133 |138,54 | 100 | 116 | 116
masukan lah
program/ usul
kegiatan an
yang
diusulkan
oleh
masyarakat
yang
sesuai
dengan
perencanaa
n
pembangu
nan
Jumlah Jum 80 85 |106,25| 85 107 (125,88 90 136 |151,11 96 133 (138,54 | 100 | 116 | 116
masukan lah
program usul
yang an
terakomodi
r
Tersedianya Penyelesai
dokumen renstra, an
renja SKPD dan dokumen/
LAKIP yang laporan : Bul 2 2 100 2 2 100 2 2 100 2 2 100 2 2 100
berkualitas - DPA an 1 1 100 1 1 100 1 1 100 1 1 100 1 1 100
SKPD
- LAKIP/
LKjIP
Misi 2 Menyediakan Data dan Informasi yang Akurat, Mutakhir dan Akuntabel
8 Terkelolanya basis Presentase % 20 19 95 40 37 92,5 60 56 193,30 80 80 100 100 | 100 | 100
data spasial daerah | penangana
n data
spasial




. Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018
Indikator
No Sasaran Sasaran Sat.
Target |Real. % | Target | Real. % |Target| Real.| % (Target| Real.| % |[Target|Real.| %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
daerah
9 Tersebarnya data Masyaraka Ora | 10.000 [25.096 (250,96 |20.000 (133.693 (668,47 |40.000 (80.990|202,48 |80.000 p6.367 |120,46 [160.000[{100.78| 62,99
dan informasi tyang ng 4
pembangunan mengakses
berbasis web layanan
NTB
online
(RKPD
Online,
NTB Satu
Data)
10 | Tersedianya data Presentase % 26 25 [96,15| 37 35 (9459 | 63 61 |9683 | 74 72 97,30 | 100 | 100 | 100
yang akurat, data
selaras, mutakhir pembangu
dan akuntabel nan daerah
yang
selaras
Misi 3 Mendayagunakan hasil Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Dalam Perencanaan Pembangunan
11 | Tersedianya Dokumen Dok 1 2 200 1 2 200 1 2 200 1 1 100 1 0 0
dokumen perencanaa
perencanaan n dan
pembangunan pertanggun
yang berdaya g jawaban
guna, dan laporan pelaksanaa
pertanggung n
jawaban yang pembangu
berkualitas nan yang
berprestasi
ditingkat
nasional
Ketepatan
penyelesai
an
dokumen
/laporan : Bul 4 4 100 4 4 100 4 4 100 4 4 100 4 4 100
- KUA/ an
PPAS 4 4 100 4 4 100 4 4 100 4 4 100 4 4 100
murni
- KUA/ 3 3 100 3 3 100 3 3 100 3 3 100 3 3 100
PPAS
peruba
han
- LKPJ
Tingkat
keselarasan % - 82,35| n/a - 84,67 n/a 95 88 92,63 | 100 | 99,03 99,03 | 100 100 | 100
RKPD
terhadap
RPJMD
Tingkat
keselarasan % - 82,35 nla - 84,67 | nla 95 88 | 92,63 | 100 | 99,03| 99,03 | 100 | 100 | 100
Renstra
terhadap
RPJMD
Tingkat
keselarasan % - 82,35 nla - 84,67 | nla 95 88 | 92,63 | 100 | 99,03| 99,03 | 100 10 100
Renja 0
terhadap
RKPD
12 | Terwujudnya SKPD % 90 85 [94,44 90 87 96,67| 90 88 | 97,78 | 100 97 97 100 10 100
perencanaan yang 0
pembangunan mempedo
yang selaras dan mani
berkualitas dokumen
perencanaa
n
Misi 4 Meningkatkan Kualitas Rencana Pembangunan Ekonomi Daerah
13 | Terwujudnya Persentase % 16 13 | 8125 32 27 84,38 | 51 40,91 | 80,22 | 70 58 | 8286 | 91 91 100
rencana komoditi
pemanfaatan SDA | unggulan
potensial daerah daerah
secara yang
berkelanjutan dikembang
kan




. Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018
Indikator
No Sasaran Sasaran Sat.
Target |Real. % | Target | Real. % |Target| Real.| % (Target| Real.| % |[Target|Real.| %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
14 Terwujudnya Persentase % 9,2 72 | 7826 9.2 7,5 8152 9,2 79 | 8587 | 9.2 8,1 88,04 | 9,2 9,2 100
rencana rencana
pengembangan program
industri berbasis industri
agro dan kreatif
pariwisata yang
(industri kreatif) dikembang
kan
15 | Tercapainya Dokumen Dok 1 1 100 1 1 100 1 1 100 1 1 100 1 0 0
tujuan dan sasaran hasil
SDGs/MDGs di kegiatan
Provinsi NTB pendukung
SDGs/MD
Gs yang
berprestasi
ditingkat
nasional
Misi 5 Meningkatkan Kualitas Rencana Pembangunan Sosial Dasar Menengah
16 | Terwujudnya Persentase % 47,5 41, |86,95| 52,2 46,3 88, 58,4 | 50, | 86,09 | 65, 65, 100 | 72,49 (72,49| 100
rencana rencana 3 7 3 3 9 9
pemerintahan program
yang bersih dan pemerintah
melayani an yang
bersih dan
melayani
17 | Tersedianya Persentase % 58 53 91,37 | 69 64 92,75| 79 76 | 96,20 | 88 88 100 99 99 100
pelayanan sosial rencana
dasar yang program
berkualitas pelayanan
sosial
dasar
strategis
daerah
Misi 6 Meningkatkan Kualitas Rencana Pembangunan Daerah yang Sinerfis Berbasis Tata Ruang
18 | Terwujudnya Persentase % 68,92 (59,24 | 85,95 | 72,67 | 6528 (89,83 | 72,9 | 685 | 93,96 | 7321|7321 | 100 | 83,65 |83,65| 100
konektivitas rencana
infrastruktur antar program
wilayah infrastrukt
ur strategis
daerah
19 | Terwujudnya Persentase % 12 12 100 24 24 100 36 36 100 48 48 100 50 50 100
sinergitas rencana
pemanfaatan tata tata ruang
ruang wilayah Kab/Kota
yang
diselaraska
n dengan
rencana
tata ruang
provinsi
20 | Tersedianya Persentase % 14,09 | 12,5 88,72 | 28,18 | 26,17 |92,86 | 42,26 | 38,46 | 91,08 | 56,35 | 51,76 | 91,85 | 70,44 {70,44| 100
rencana rencana
pengelolaan SDA program
dan adaptasi rehabilitasi
mitigasi bencana hutan dan
lahan,
RTH dan
pengelolaa
n bencana
Misi 7 Mendayagunakan Hasil Kajian dan Penelitian Pengembangan Daerah yang Mampu Mengembangkan Potensi Masyarakat Lokal
21 | Tersedianya Dokumen Dok - - n/a - - n/a - - n/a 10 13 130 20 20 | 100
dokumen kajian kajian dan
dan penelitian penelitian
bidang sosial bidang
budaya, ekonomi sosial
dan kewilayahan budaya,
ekonomi
dan
kewilayaha
n
22 Tersedianya data Dokumen Dok - - n/a - - n/a - - n/a 1 5 500 3 5 (166,67
dan informasi data dan
geospasial daerah informasi
geospasial
daerah
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